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MOTTO 
 
 
 وضاىرىػت ٍنىع نةىراىًتِ ىفويكىت ٍفىأ َّلًَإ ًلًطاىبٍلًاب ٍميكىن ٍػيىػب ٍميكىلاىوٍمىأ اويليكٍأىت ىلَ اوينىمآ ىنيًذَّلا اىهُّػيىأ اىي 
 ٍميكٍنًم  ۚ  ىلَىك اويليػتٍقىػت  ٍميكىسيفٍػنىأ   ۚ  َّفًإ  ىوَّللا  ىفاىك  ٍميكًب  نميًحىرا  
 
“Wahai orang yang  beriman,  janganlah  kalian  saling  memakan  harta  sesama 
kalian dengan cara yang bathil.” (QS. An-Nisa Ayat 29) 
 
 اىنِّزلا اويبىرٍقىػت ىلَىك  ۚ  نليًبىس ىءاىسىك نةىشًحاىف ىفاىك يوَّنًإ  
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al- Isra Ayat 32) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar 
huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
 
 
xi 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
 
 
xii 
 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء hamzah ...‟… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى  Fathah A a 
 ًَ  ‎ Kasrah I i 
 َي  ‎ Dammah U u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
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3. بىذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ل...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ؿوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
م...أ Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
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ك...أ Dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اٌنبر Rabbana 
2. ؿٌزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. Namun 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh 
huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan 
dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجٌرلا Ar-rajulu 
2. ؿللجا Al-Jalālu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 
terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa 
huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila 
nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ؿوسرلَإدٌممحام ك Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
 
 
 
 
xvii 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها فإك 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 فازيلماك ليكلا اوفكأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Meri  Ratnawati, NIM : 152.131.073, “Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (Trafficking) Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif Di 
Indonesia”. Perdagangan orang di Indonesia sangat memprihatinkan dan belum 
terselesaikan. Akibat yang ditimbulkan oleh trafficking sangat besar dampakya 
terhadap kehidupan dan masa depan perempuan dan anak, Hal tersebut 
dikarenakan adanya faktor yang ikut medorong terjadinya traffficking antara lain, 
kurangnya kesadaaran, pendidikan rendah, masalah ekonomi. Permasalahan yang 
diangkat sebagai fokus penelitian adalah pandangan fikih jinayah dan hukum 
positif terhadap tindak pidana trafficking dan persamaan perbedaan pandangan 
fikih jinayah dan hukum positif terhadap tindak pidana perdagangan orang. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan fikih jinayah dan 
hukum positif terhadap tindak pidana trafficking dan mengetahui persamaan 
perbedaan pandangan fikih jinayah dan hukum positif terhadap tindak pidana 
perdagangan orang. 
Metode penelitian ini menggunakan penelitian library research yaitu 
pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang 
terdapat diruang Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sumber 
data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka tentang tindak pidana 
perdagangan manusia melalui studi peraturan- perundang-undangan, dari buku- 
buku dan literature lain yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Adapun 
metode pengolahan dan analisis data penulis menggunakan metode induktif , yaitu 
suatu metode yang dipergunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus 
kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. 
Hasil penelitian ini ialah bahwa tindak pidana perdagangan orang menurut 
fikih jinayah dan hukum positif merupakan suatu tindak pidana kejahatan karena 
telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau jarimah.. Namun dalam hal 
penerapan sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Sanksi bagi pelaku 
perdagangan orang, yaitu pidana penjara dari minimal 3 tahun sampai maksimal 
seumur hidup, pidana denda minimal 120 juta sampai 800 juta. Sedangkan dalam 
fikih jinayah masalah perdagangan orang tidak diatur secara khusus didalam nash 
namun dapat dikenakan hukuman takzir. 
Kata Kunci: tindak pidana, perdagangan orang, hukum positif, fikih jinayah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxiii 
 
ABSTRACT 
 
Meri  Ratnawati, NIM : 152.131.073, "Crime of Trafficking in Persons 
(Trafficking) Perspective of Jurisprudence and Positive Law in Indonesia". 
Trafficking in people in Indonesia is very alarming and unresolved. The 
consequences of trafficking have a huge impact on the lives and future of women 
and children. This is because there are factors that contribute to the occurrence of 
trafficking, among others, lack of awareness, low education, economic problems. 
The problem raised as the focus of research is the jurisprudence and positive law 
views on criminal acts of trafficking and the similarity of differences in 
jurisprudence and positive law views towards the crime of trafficking in persons. 
 The purpose of this study is to find out the jurisprudence and positive law 
views on the crime of trafficking and to know the equality of differences in 
jurisprudence views and positive law towards the crime of trafficking in persons. 
 This research method uses research library research that is collecting data 
and information with the help of various materials contained in the room. n this 
study the type of data used is secondary data sources obtained from literature 
about the crime of human trafficking through the study of regulations, from books 
and other literature relating to the problem under study. The method of processing 
and analyzing data uses the inductive method, which is a method used to analyze 
data that is of a special nature and then draw a general conclusion. 
 The results of this study are that the crime of trafficking in persons 
according to fiqh jinayah and positive law is a crime because it has fulfilled the 
elements of a criminal act or jarimah. But in terms of the application of sanctions 
to the Crime of Trafficking in Persons for trafficking in persons, namely 
imprisonment from a minimum of 3 years to a maximum lifetime, criminal 
penalties of at least 120 million to 800 million. Whereas in fiqh jinayah the 
problem of trafficking in persons is not specifically regulated in the text but can 
be subject to takzir punishment. 
Keywords: criminal acts, trafficking in persons, positive law, fiqh jinayah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan 
antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh 
hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia 
juga diatur pula oleh agama, kaidah- kaidah susilaan, kesopanan, adat 
kebiasaan dan kaidah lainnya. 
Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tentu akan timbul 
pula berbagai masalah baru yang kesemuanya ini membutuhkan 
peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan serta kaidah- kaidah sosial 
lainnya. Salah satunya masalah yang sangat mengkhawatirkan generasi 
penerus adalah meningkatnya praktik perdangangan orang. 
Perdagangan manusia merupakan tindakan yang berupa perekrutan, 
pengangkutan, transfer, penampungan, atau penerimaan dengan cara 
ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainya, 
penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi kerentanan, atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk 
memperoleh persetujuan orang yang dikendalikan orang lain dengan 
tujuan eksploitasi.1 
                                                          
1
 L.M. Ghandhi Lapian, Aspek Hukum Penghapusan Trafficking (Perdagangan Manusia) 
Khususnya Wanita dan Anak. (Jakarta: Buku Obor, 2006), hlm. 57. 
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Permasalahan ekonomi juga menjadi faktor pendorong terjadinya 
trafficking ataupun kekerasan pada perempuan. Dengan kondisi 
perekonomian yang tidak memadai, mendorong seseorang untuk mencari 
pekerjaan. Dan seringkali, kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh 
trafficker untuk mencari korban namun dalam implementasinya masih 
lemah dan belum maksimal.2 
Akibat- akibat dari Perdagangan Orang yang dialami para korban: 
1. Melemahnya potensi sumber daya manusia terutama anak-anak dan 
perempuan. Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada 
pasar tenaga kerja yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya 
manusia yang tidak dapat diperoleh kembali.3 
2. Korban mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak 
disadari banyak situasi yang sebenarnya perdagangan orang, misalnya 
pembantu rumah tangga yang tidak digaji selama bertahun- tahun. 
Kekerasan fisik dan mental diantaranya adalah: 
a. Kekerasan mental terjadi ketika korban terisolasi dari luar karena ia 
tidak dapat berhubungan dengam keluarga, teman maupun lawan 
jenis, mendapatkan makian yang merendahkan martabat 
kemanusiaanya. akibat yang diterima dalam individu antara lain; 
terkucil, depresi (gangguan jiwa berat), putus asa dan hilang 
harapan. 
                                                          
2
 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan 
Pencegahannya, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 131. 
3
 Nurul Fahmy  Andy Langgai “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan 
Orang  (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/Pn. Makassar” Skripsi tidak 
diterbitkan , Jurusan Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar,2017, hlm. 34. 
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b. Kekerasan fisik sudah terjadi ketika seseorang harus bekerja diluar 
jam kerja, dipukul, kerja keras yang tidak digaji, dijambak selain 
bentuk yang lebih jelas seperti perkosaan. Akibat yang diterima 
dalam individu antara lain; bila mengalami penyiksaan akan terjadi 
cacat fisik, tergangguan fungsi reproduksi, kehamilan yang tidak di 
inginkan, bila di lacurkan akan terinfeksi IMS/HIV/AIDS, 
kematian.4 
3. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat makin terpinggirkan 
sebagai korban perdagangan, karena tidak adanya penghormatan 
terhadap hak-hak asasi masyarakat khususnya hak asasi perempuan. 
Sering para agen tidak segera dapat memberangkatkan korban 
perdagangan manusia, sehingga terjadi kekerasan penyekapan. 
Perlakuan yang dialami malahan lebih kejam dari perbudakan, tempat 
penyekapan/penampungan pun amat tidak manusiawi. Akibat 
kekerasan, pemerasan dan pemaksaan terhadap perempuan untuk 
melakukan hubungan seksual, menimbulkan penderitaan yang sangat 
dalam dan membekas sepanjang hidupnya serta merusak masa depan 
untuk bertahan hidup seorang perempuan. Dalam perjalanan ternyata 
ada korban yang mengalami perkosaan dan kekerasan lainnya. 
Tercatat perempuan yang diperkosa oleh pria yang seharusnya 
                                                          
4
 Ibid. 
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mengawalnya dengan segala akibat yang merugikan kehidupan korban 
selanjutnya.5 
4. Mengakibatkan perempuan dan anak- anak perempuan terjebak dalam 
bisnis pelacuran.
6
 
5. Stigmasiasi yang dikenakan pada perempuan dan anak yang pernah 
dieksploitasi dalam pelacuran misalnya merupakan hambatan yang 
cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam 
pembangunan dan kehidupan masyarakat. Sesampai ditempat asalnya, 
cemoohan masyarakat menjadi beban yang masih harus dipikulnya. 
Bahkan ada keluarga yang menolak menerimanya kembali kerumah 
karena malu.
7
 
Akibat yang ditimbulkan oleh trafficking sangat besar dampakya 
terhadap kehidupan dan masa depan perempuan dan anak, karena merasa 
dirinya sudah tidak berharga lagi karena hak asasinya sebagai manusia 
telah dirampas. Merekapun harus menerima berbagai macam stigma yang 
buruk dari masyarakat, dan karena stigma itu pula bisa menghambat 
perkembangan psikologis dan kehidupan sosialnya. 
Dalam Islam perdagangan orang merupakan tindakan yang sangat 
bertentangan dengan kemuliaan harkat dan martabat manusia sebagai 
                                                          
5
 Sukirah, “Studi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia Menurut Undang-Undang 
Ri No.21 Tahun 2007 dan Hukum Islam” Skripsi tidak diterbitkan,Jurusan Syari‟ah Dan Hukum 
Universitas Islam  Negeri Alauddin Makassar , 2010, hlm. 23-24. 
6
 Fajrul Falah,“Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum Positif Dan 
Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1905/Pid.B/2009/Pn.Tangerang)”, Skripsi Tidak 
Diterbitkan,Fakultas Syariah Dan Hukum,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 
2011,  hlm. 31 
7
 Ibid. 
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makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dijelaskan larangan perdagangan 
perempuan yang dalam al-Qur‟an surah Al-Isra>’ ayat 70 : 
 اىنٍمَّرىك ٍدىقىلىك ٍميىاىنٍلَّضىفىك ًتاىبِّيَّطلا ىنًم ٍميىاىنٍػقىزىرىك ًرٍحىبٍلاىك ِّرىػبٍلا فِ ٍميىاىنٍلىىحَىك ـى ىدآ ًنِىب
 نليًضٍفىػت اىنٍقىلىخ ٍنَّمِ ويرًثىك ٰىىلىع 
Artinya: 
“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.8 
 
Penulis dapat menyimpulkan bahwa Allah SWT telah memberikan 
beberapa kekhususan kepada manusia sebagai kemuliaan bagi umat 
manusia dan tidak diberikan kepada makhluk lain. Hal tersebut yang 
mengharuskan agar manusia tidak diperjual belikan layaknya barang 
dagangan. 
Fenomena perdagangan orang bertentangan secara diametral 
dengan tujuan Islam dan misi kerasulan. Dalam salah satu teks hadis}, Nabi 
Muhammad SAW bersabda : 
 ىأ هةىشلىث ىؿىاىق ملسك ويلع وٌللاىلص ِّبَِّنلا ٍنىع ونع وٌللا ىيًضىر ىةىرٍػيريى ٍبيىأ ٍنىع اىن
 يوىنىىثَ ىلىكىأىفانر َى يح ىعاىب هليجىرىك ىرىدىغ َّيثُ بي ىىطٍعىأ هليجىر ًةىم اىيًقٍلا ـىوىي ٍميهيمٍصىخ
 يهىرٍجىأ ًطٍعيػي ٍىلَىك يوٍنًمىىف ٍوىػتٍسىف انيرًج ىأ ىرىج أىتٍسا هليجىرىك 
Artinya: 
“Dari Abu Hurairoh, dia berkata: Rasullah SAW telah bersabda: Ada tiga 
kelompok orang yang menjadi musuhku kelak di hari kiamat, orang yang 
mengatasnamakan-Ku tetapi berkhianat, orang yang menjual manusia 
merdeka dan memakan hasilnya (dari penjualan itu), dan orang yang 
                                                          
8
 Departemen Agama RI, Al- Qur‟an dan Terjemahanya, (Bandung: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 2005), hlm. 290 
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tidak membayar upah”.9 
 
Dari hadis} tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa 
segala bentuk perdagangan orang adalah suatu perbuatan yang dilarang 
keras dalam Islam. Tujuannya adalah untuk menjamin melindungi HAM 
supaya dapat hidup nyaman, aman, merdeka dan bebas dari diskriminasi 
serta eksploitasi. Prinsip penghormatan ini secara logis menjadi dasar 
peletakan dasar etika dalam berelasi antar sesama. Bentuk pelanggaran 
yang ada pada kejahatan trafficking bisa dikategorikan sebagai bentuk 
kedzaliman. 
Perbudakan era jahiliyah kini menjelma dalam bentuk Trafficking 
untuk kepentingan bisnis prostitusi yang dikelola sangat rapi oleh jaringan 
mafia internasional sebagaimana perbudakan berbau seks yang terjadi 
pada masa Nabi dilarang. Sebelum Islam datang, perbudakan sangat 
memprihatinkan di mana pada masa itu budak dipergunakan sebagai alat 
kerja seperti membajak, bercocok tanam dan sebagai alat angkutan muatan 
berat, dalam arti kata budak adalah orang yang paling sial bahkan paling 
buruk masa depannya. Setelah melihat wasiat dari Allah dan Rasul- Nya 
ini menjadi bukti bahwa Hukum Islam datang untuk menghapus perilaku 
biadab terhadap budak dan mengasihi mereka dengan sebaik- baiknya.10 
Peraturan tentang Tindak Pidana Perdaganan Orang atau disebut 
dengan TPPO sudah diatur di Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 
                                                          
9
 Muhammad  ibn  Ismail  Al-Bukhari, Fathul Bāri No.  2227  Dalam Kitabul Buyu‟ 
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2005). Jilid 12, hlm. 408. 
10
 Moh. Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek, 
(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012), hlm. 218. 
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau disebut 
UU No. 21 Th. 2007 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan TPPO 
adalah  
“Tindakan perekrutan, penculikan, penyekapan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan 
posisi rentan, penjeratan utang/ memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujian dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam 
negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau 
mengakibatkan orang tereksploitasi”.11 
 
Ketentuan khusus (lex specialis) yang mengatur tentang tindak 
pidana perdagangan orang di Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya 
disebut UU No. 21 Th. 2007. Selain ketentuan khusus juga terdapat 
ketentuan umum (lex generalis) yang mengatur tentang tindak pidana 
perdagangan orang yaitu pada Pasal 297 KUHP serta Pasal 506 KUHP. 
Selain peraturan perundang-undangan di atas, TPPO juga disinggung 
dalam beberapa peraturan perundang- undangan lainnya, seperti UU No. 
39 Tahun 1999 tentang HAM dan tercantum pula pada UU No. 35 Th. 
2014 tentang perlindungan anak.12 
Perdagangan orang di Indonesia sangat memprihatinkan, 
berdasarkan data Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik 
Indonesia atau disebut juga Bareskrim Polri, mencatat sekitar 1.154 warga 
                                                          
11
Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 57. 
12Andi Kurnia, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Pekanbaru”, Skripsi,  tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Publik Islam Prodi 
Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 2. 
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negara Indonesia (WNI) menjadi korban TPPO, 910 WNI korban 
pedagangan orang ke Arab Saudi sedangkan 244 WNI ke Suriah sejak 
2014 hingga Maret 2018.13  
Contoh wilayah di Indonesia yang menonjol kasus perdagangan 
orang diantaranya di Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang 
dianggap sebagai tempat penerima dan pengirim trafficking, khususnya 
perempuan dan anak-anak ke beberapa daerah di Indonesia (Papua, 
Maluku, Kalimantan, Batam dan Jakarta), juga ke luar negeri (Malaysia, 
Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan). Mereka awalnya 
direkrut untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dan pelayan 
toko, walaupum pada akhirnya mereka ditemukan bekerja di tempat 
hiburan sebabagai penyanyi dan pemandu lagu di karaoke.14 
Sumatera Utara merupakan daerah yang banyak menerima 
perempuan dari Pulau Jawa, yang diperdagangkan sebagai seks komersial 
dan dijadikan daerah transit deportase dari imigrasi terhadap Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) yang bermasalah, yang bekerja di Singapura dan 
Malaysia.15 
Kalimantan Barat merupakan daerah transit dan sekaligus pengirim 
terbanyak bahkan disebut sebagai trafficking hotspot, ini karena dekat 
dengan perbatasan Malaysia. Gadis Singkawang banyak melakukan 
perkawinan dengan orang Taiwan mereka dipertemukan oleh kerabat/ 
                                                          
13
 Martahan Sohuturon, Polisi Ungkap 1.154 WNI Korban Perdagangan Orang, dikutip 
dari http://m.cnnindonesia.com/ diakses 30 Januari 2019,  jam 16.00. 
14
 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang.., hlm. 361. 
15
 Ibid. 
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tetangganya dan keluarga gadis menyetujui melakukan perkawinan 
(pesanan/ kontrak) mereka diiming-iming keuntungan finansial setelah 
menikah dan dapat memperbaiki ekonomi keluarga, pihak laki- laki 
menganggap biaya mengawininya yang sangat murah dan setelah menikah 
biasanya perempuan dibawa ke Hongkong/ Taiwan, sering mereka 
mendapat kekerasan dan perlakuan tak manusiawi.16 
Jawa barat merupakan daerah asal dan pengirim utama tenaga kerja 
migran ke luar negeri, yang rentan dengan tindak pidana perdagangan 
orang (TPPO). Dari penelitian di Kapubaten Indramayu, Karawang, 
Bandung, Sukabumi dan Cianjur yang tingkat tinggi TPPO karena 
pengirim TKI terbesar di Jawa Barat pada umunya mereka sebagai buruh 
migran, namun tidak sedikit yang dijual dijadikan budak seksual baik 
didalam maupun diluar negeri. Di Indramayu terkenal dengan pelacuran, 
terutama anak-anak dan di Cianjur kasus paling banyak adalah 
pekerja/buruh migran perempuan.
17
 
Data TPPO yang ditangani SAT ReskrimPolres Cianjur 
LP/111/II/2006/SPK/Res. Cjr 22-2-2006 pada hari sbtu 18-02-2006 sekitar 
jam 07.00 WIB di SMU 1 Sukaresmi Cianjur, tepatnya di Kp. Loa Ds. 
Kawung Luwuk Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur telah terjadi penculikan 
dengan cara pelaku membawa pergi korban tanpa seizin orang tuanya atau 
walinya yang sah. Pelapor Iwan Hermawan 25 th, swasta, Kp. Blk Pabrik 
Cipanas Rt. 002/006 Ds Sindanglaya Kec. Pacet Kab. Cianjur, korban 
                                                          
16
.Ibid.., hlm. 365. 
17
 Ibid. 
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Winda, 17 th, Pelajar Kp. Blk Pabrik Cipanas Rt 002/ 006 Ds. Sindanglaya 
Kec. Pacet Kab. Cianjur, Terlapor Herdiansyah, 23 th, swasta.  
LP/B/478/I/2010/Res Cjr 28-1-2010 pada tanggal 11-11-2009 sekitar jam 
13.00 WIB Seorang anak perempuan bernama Kurniati Binti Busnomi 
telah dibawa ke Jakarta dan diserahkan ke Kalijodo hingga disetubuhi oleh 
para lelaki yang setiap malamnya melayani 8 orang laki- laki sampai 2 
bulan, hingga korban keluar dari lokalisasi dengan bantuan dan dijemput 
pelapor, Pelapor Dandang Budiman bin Bustomi, Korban Kurniati binti 
Bustomi 16 th, Terlapor Imas 36 th18 dan masih banyak lagi kasus lainnya    
Berdasarkan paparan yang telah disajikan sebelumnya maka 
penulis tertarik untuk dapat menuangkannya dalam bentuk penelitian 
menganalisa mengenai permasalahan guna penulisan skripsi dengan judul: 
“Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Perspektif Fikih 
Jinayah Dan Hukum Positif Di Indonesia”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pandangan fikih jinayah dan hukum positif terhadap tindak 
pidana perdagangan orang ? 
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan fikih jinayah dan hukum 
positif terhadap tindak pidana perdagangan orang? 
 
 
                                                          
18
 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan.., hlm. 372. 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Dapat mengetahui pandangan fikih jinayah dan hukum positif terhadap 
tindak pidana perdagangan orang. 
2. Dapat mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan fikih jinayah 
dan hukum positif terhadap tindak pidana perdagangan orang. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang 
hukum pidana dan fikih jinayah, khususnya yang berkaitan dengan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif fikih jinayah dan 
hukum pidana di Indonesia. 
2. Manfaat Praktis 
Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi para 
mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam 
melakukan penelitian, yang berkaitan dengan Tinjauan Trafficking 
pandangan hukum positif dan fikih jinayah. 
Dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu ahan pertimbangan 
atau referensi dalam menciptakan karya- karya ilmiah bagi civitas 
akademika di IAIN Surakarta maupun pihak- pihak lain yang 
membutuhkan.  
Dapat memberi masukan kepada masyarakat, tentang 
pengaturan TPPO dalam hukum positif dan fikih jinayah agar 
12 
 
 
 
masyarakat tidak melakukan penghakiman secara bebas terhadap 
pelaku kejahatan atau pelanggaran. 
E. Kerangka Teori 
1. Perdagangan Orang 
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan 
manusia ini mencakup berbagai tindakan mulai dari tindakan awal 
perekrutan, pemindahan, hingga penerimaan. Selain itu trafiking juga 
mencakup modus operandi yang dilakukan dalam perekrutan baik 
dengan cara halus hingga cara- cara kekerasan, yang semua itu untuk 
tujuan eksploitasi yang mencakup eksploitasi pelacuran, kerja paksa, 
perbudakan, penghambaan hingga pengambilan organ tubuh.
19
 Bentuk- 
bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, 
perbudakan dan praktik- praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau 
pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, 
rencana, atau pola yang dimaksudkan agar yakin bahwa jika ia tidak 
melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi 
tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.20 
Perbudakan atau perdagangan orang adalah  sistem segolongan 
manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk  bekerja guna 
kepentingan golongan manusia yang lain. Budak atau hamba sahaya 
selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari. 
                                                          
19
 Moh. Hatta, “Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek”, 
Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012. hlm. 5. 
20
 Ibid.., hlm.  2. 
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Trafiking sebenarnya adalah pengIndonesiaan yang diambil 
dari bahasa Inggris trafficking in human atau trafficking in person yang 
diperpendek menjadi trafficking saja. Trafficking berarti perpindahan 
atau migrasi. Maksud dari perpindahan atau migrasi adalah bahwa 
korban dibawa keluar kampung halamannya yang aman ke tempat 
berbahaya dan dikerja paksakan dan inilah yang membedakan 
trafficking dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Secara 
sederhana trafiking dipahami sebagai perdagangan manusia atau lebih 
khusus adalah perdagangan perempuan dan anak, karena kedua 
kelompok ini yang sangat rentan dari kejahatan ini. 
2. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Dan Fikih Jinayah 
Tindak Pidana menunjukan istilah pengertian gerak- gerik 
tingkah laku dan gerak- gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut 
terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak 
berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.21 Dalam gagasan 
tentang pencegahan, pemberantasan dan penanganan perdagangan 
orang terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat baik 
di bidang ekonomi, politik, social dan budaya. Hal ini dapat diketahui 
dengan diundangkannya UU No. 21 Th. 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang 
karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal 
                                                          
21
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015), hlm. 49. 
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dan harta benda.22 Hukum pidana Islam adalah ilmu tentang hukum 
syara‟ yang  23berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang 
(jari>mah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil- dalil 
yang terperinci.   Definisi   tersebut   merupakan   gabungan   antara 
pengertian “fikih” dan “jinayah”. Dari pengertian tersebut dapat 
diketahui bahwa objek  pembahasan fikih jinayah itu secara garis 
besar ada dua, yaitu jarimah  atau  tindak  pidana  dan  uqubah atau 
hukumannya. Dalam hukum pidana Islam ruang lingkupnya meliputi 
dibagi atas
24
: 
1. Jari>mah Qis}a>s}, yaitu sanksi hukum kepada pelaku persis seperti 
tindakan yang dilakukan oleh pelaku korban. 
2. Jari>mah Hudud, yaitu perbuatan pidana yang mempunyai bentuk 
dan batas hukumannya di Al Quran dan Sunah Muhammad SAW. 
Sanksinya berupa had (ketetapan yang terdapat dalam Al Quran 
dan Sunah).  
3. Jari>mah Takzi>r, yaitu perbuatan pidana yang berbentuk dan 
ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (Hakim) sebagai 
pelajaran kepada pelakunya. Hukum Pidana Islam di Indonesia, 
hampir semua penetapan hukuman menerapkan jari>mah ta’zi >r, 
karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. 
 
                                                          
22
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah 
Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),  hlm. 13. 
23
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 
4. 
24
 Ibid, hlm. 111. 
15 
 
 
 
3. Hukuman 
Hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akiat-
akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja 
oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut 
hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.
25
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Terkait dengan pembahasan aspek pidana perdagangan orang 
dalam fikih jinnayah maupun hukum positif, pada umumnya sudah ada 
beberapa karya- karya yang mengkaji pembahasan ini secara umum telah 
disusun baik yang berbentuk buku, penelitian maupun jurnal yang 
menjelaskan proposal ini. 
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum 
Pidana Islam (Analisis Pasal 17 Uu No.21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) karya Muh. Rois 
Najahan S.H, dalam skripsi ini menjelaskan tentang sanksi hukum 
terhadap peaku tindak pidana perdagangan anak26, jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4 dilakukan terhadap anak, 
maka ancamanya pidana ditambah sepertiga. Tindak pidana perdagangan 
orang berarti merampas kebebasan anak yang diperdagangkan tersebut dan 
telah dianggap sebagai budak yang bisa dieksploitasi secara ekonomi. 
                                                          
25
 Ibid, hlm. 111. 
26
 Muh Rois Najahan, “Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum 
Pidana Islam (Analisis Pasal 17 Uu No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perrdagangan Orang)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasah UIN Kalijaga, 
Yogyakarta, 2009, hlm. 99. 
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Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Trafficking)  Karya Tri Wahyu Widiastuti, Sh.Mh dalam jurnal ini 
menjelaskan beberapa kondisi terjadinya Trafficking  diantaranya 
kurangnya kesadaran, kemiskinan, keinginan cepat kaya, kurangnya 
pendidikan, pernikahan dini, korupsi dan lemahnya penegakan hukum ini 
dan upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak kejahatan tersebut 
agar tidak merajalela.
 27
 
Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi 
Online (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam) karya Kiyanti 
Suryani28 dalam Skripsi ini menjelaskan ketentuan sanksi bagi pelaku 
perdagangan perempuan melalui prostitusi online menurut hukum positif 
dan hukum Islam, hanya mengacu pada prostitusi online 
Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap 
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/Pn.Pbr 
Tentang Perdagangan Orang Karya Andi Kurnia dalam Skripsi ini 
menjelaskan Pertimbangan Majelis hakim dalam putusan Pengadilan 
Negeri Pekanbaru   nomor 1103/Pid.B/2016/PN>.Pbr.29 tentang tindak 
pidana mucikari telah   diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan dakwaan 
alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 506 KUHP, 
Hanya mengacu pada analisis putusan hakim. 
                                                          
27
 Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Trafficking)”, Jurnal Wacana Hukum, (Surakarta) (Vol. Ix, 1 April 2010, hlm. 113. 
28
 Kiyanti Suryani, “Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi 
Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi  tidak diterbitkan, Jurusan Syariah 
IAIN Raden Intan Lampung, Lampung,  2017, hlm. 75. 
29
 Andi Kurnia, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum.., hlm. 73. 
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Studi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia Menurut 
Undang-Undang Ri No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam karya Sukirah 
dalam Skripsi ini menjelaskan upaya- upaya pencegahan, antisipasi hukum 
dan moral keagamaan terhadap tindak pidana perdagangan manusia. 
Sedangkan skripsi penulis berjudul Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (Trafficking) Menurut Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif 
Di Indonesia Akan membahas dua hal pokok yaitu: Pertama, pandangan 
fikih jinayah dan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana 
perdagangan orang. Kedua, perbedaan pandangan fikih jinayah dan hukum 
positif di Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang. 
Dengan demikian, menurut penulis penelitian ini belum pernah 
dilakukan oleh penulis lain. Terlebih penulis dalam menganalisis masalah 
perdagangan orang adalah dengan perspektif fikih jinayah.  
 
G.  Metode Penelitian                                                                                                                                    
1. Jenis penelitian 
Dalam metode ini peneliti menggunakan metode bentuk 
pengumpulan data melalui kepustakaan (Library research). Secara 
defenitif, Library research adalah pengumpulan data dan informasi 
dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang 
perpustakaan.30 Penelitian ini merupakan penilitian pustaka, maka 
pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data adalah studi 
                                                          
30
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Rizet Sosial, Cet ke VII, (Bandung: Bandar 
Maju, 1996), hlm. 33. 
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pustaka antara lain dengan pengkaji literatur- literatur dan bahan 
sekunder yang berkaitan secara relevan untunk menunjang 
penyelesaian pokok permasalahan. 
2. Sumber data 
Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah sumber data 
sekunder, yang mana meliputi hal- hal berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah data penelitian langsung pada 
subyek sebagai sumber informasi yang diteliti31 diantaranya Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalil– dalil Al Quran dan 
hadis}, sunah, serta ketentuan- ketentuan fikih, termasuk 
didalamnya pula penjelasan dari undang- undang tersebut. 
b. Bahan Hukum Sekunder  
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap 
bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-buku, hasil 
penelitian, hasil karya dari pakar hukum, jurnal ilmu hukum.32 
Bahan bacaan disebut sumber sekunder. Sebagai data sekunder 
dalam penelitian ini adalah tentang perdagangan orang menurut 
fikih jinayah dan hukum positif. Diantara bahan bacaan tersebut 
adalah buku- buku hukum yang ada kaitannya dengan materi yang 
                                                          
31
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. 
32
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23. 
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menjadi pokok masalah yang akan dibahas, pendapat ahli pakar/ 
ahli, jurnal, bahan pustaka, artikel dan lain-lain.  
c. Bahan Hukum Tersier  
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder seperti kamus dan ensklopedia33, majalah, jurnal, dan 
kamus. 
3. Teknik pengumpulan data 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui dokumentasi atau kepustakaan. Menurut M. 
Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” 
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan 
adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penalaahan 
terhadap buku- buku, literatur- literatur, catatan- catatan, dan laporan- 
laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.34  
4. Teknik analisa data 
Dalam mengalisa data, penulis menggunakan teknik analisa isi 
secara kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data bersifat 
deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku 
yang dapat diamati.35 Dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan 
data secara induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada 
kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, 
                                                          
33
 Ibid., hlm. 24. 
34
 M. Nazir, Metode Penelitian, cet. Ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
35
 Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2015),hlm. 9. 
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menjelaskan dan menganalisanya dan diambil kesimpulan secara 
umum. Pendekatan induktif sejalan dengan karakteristik penelitian 
kualitatif yakni menyusun teori baru dan bukan menguji hipotesis atau 
kebenaran/ kemampuan suatu teori dalam memecahkan suatu masalah. 
Proses induktif lebih mampu menemukan kenyataan ganda yang 
terdapat dalam data, dan dapat menguraikan latar serta dapat membuat 
keputusan mengenai dapat tidaknya ditransfer pada latar yang lain.36 
H. Sistematika Penulisan 
Sebelum menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke 
bab dan halaman ke halaman yang lain, ada baiknya jika penulis 
memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang disajikan. 
Sebab dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk 
menangkap cakupan materi yang ada di dalamnya secara integral. Adapun 
sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 
Bab Pertama pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara 
umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas 
dalam penulisan skripsi meliputi latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjuan pustaka, 
metode penelitan, dan sistematika penulisan. 
   Bab Kedua, bab ini mengemukakan data penelitian tindak pidana 
perdagangan orang dalam prespektif fikih jinayah yang meliputi a. Tindak 
pidana dalam fikih jinayah yang terdiri dari pengertian tindak pidana 
                                                          
36
 Djamal, Paradigma Penelitian..., hlm.18. 
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dalam fikih jinayah, unsur-unsur tindak hukum pidana Islam, b. 
Perdagangan Orang yang terdiri dari pengertian perdagangan orang Islam, 
macam- macam perdagangan orang menurut fikih jinayah, Penanganan 
perkara dalam hukum fikih jinayah, c. Hukuman yang terdiri dari 
pengertian hukuman dalam fikih jinayah, bentuk-bentuk sanksi Pidana 
Islam, Hukuman Takzir. 
 Bab Ketiga merupakan serangkaian yang memuat teori- teori 
merupakan tinjauan umum tentang  pidana perdagangan orang meliputi a. 
Tindak pidana dalam hukum positif yang terdiri dari pengertian tindak 
pidana dalam hukum positif, unsur- unsur tindak pidana hukum positif, b. 
Perdagangan orang terdiri dari pengertian perdagangan orang, macam- 
macam perdagangan orang, faktor penyebab perdagangan orang, 
pengaturan dan kebijakan pemerintah  dalam menangani (Trafficking), c. 
Hukuman terdiri dari pengertian hukuman, bentuk- bentuk hukuman, 
deskripsi hukuman/ sanksi pidana pelaku TPPO dalam Hukum Positif. 
  Bab Keempat, bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan 
skripsi, yang mencakup tindak pidana perdagangan orang prespektif fikih 
jinayah dan hukum positif di Indonesia. 
   Bab Kelima, merupakan penutup bagian bab terakhir yang berisi 
kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab 
sebelumnya dan juga berisikan saran- saran dari permasalahan tersebut.
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 
(TRAFFICKING) DALAM FIKIH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF DI 
INDONESIA 
 
A. Pengertian Perdagangan  Orang Secara Umum 
Dalam wacana Islam klasik, trafficking dikenal dengan jual beli 
pelacur. Istilah ini sering digunakan oleh para fuqaha` untuk 
mengekspresikan praktik eksploitasi pelacur atau komoditas perempuan 
yang akhir- akhir ini merebak menjadi isu global ditingkat dunia dengan 
istilah trafficking in women.  Dalam literatur hukum Islam, trafficking bisa 
diqiyaskan dengan perbudakan, meski dalam praktiknya jelas lebih 
kompleks sehingga bisa dikatakan bahwa trafficking adalah model 
perbudakan era modern. Persoalan perbudakan sejak zaman Nabi 
Muhammad SAW dan upaya penghapusannya telah mulai dicanangkan 
dan diimplementasikan. Hal ini diaktualisasikan dalam salah satu pilihan 
hukuman bagi pelanggar ajaran Islam, yaitu memerdekakan budak. 
Hasilnya kini perbudakan dalam arti zaman jahiliyyah telah disepakati 
ulama untuk diharamkan.
37
 
Sedangkan Dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia tidak ada 
definisi yang jelas mengenai trafficking tap  i penulis mendefinisikan 
                                                          
37
 Ahmad Fatah, Trafficking dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, Jurnal Kajian Islam 
Interdisiplin, (Kudus) Vol. 1 Nomor 1, Juni 2016, hlm. 86. 
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trafficking sebagai perdagangan. Meskipun dengan penggunaan persamaan 
kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk 
menerjemahkan istilah trafficking. Perdagangan berasal dari kata dagang 
yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang 
untuk memperoleh keuntungan. memperdagangkan= menjual belikan 
secara niaga.38 
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Fikih Jinayah  
1. Tindak Pidana Dalam Fikih Jinayah 
Hukum Pidana Islam dibahas dalam Fikih Islam dengan istilah Al-
Jinaayaat. Kata jinaayaat adalah bentuk jamak dari kata jinaayah, yang 
berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran.39 Fiqh Jin ̅yah adalah 
segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal 
yang dilakukan oleh orang- orang mukallaf  (orang yang dapat dibebani 
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil- dalil hukum yang 
terperinci dari Al Quran dan hadis}. Istilah pidana dalam Kamus Umum 
Bahasa Indonesia berarti kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, 
perampokan, korupsi, dan lainnya.40 Tindakan kriminal dimaksud adalah 
tindakan- tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta 
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 180. 
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Press, 2001), hlm. 1. 
40
 Dedi Ismatullah, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 
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tindakan melawan peraturan perundang- undangan yang bersumber dari 
Al Quran dan hadis}.41 
Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, bisa disimpulkan 
Hukum pidana Islam atau (fiqh jin ̅yah) adalah ilmu tentang kriminalitas 
yang berkitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik 
menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan [nasab], dan 
harta) atau tidak. 
2. Unsur- Unsur Hukum Pidana Islam 
Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jari>mah jika memenuhi unsur 
sebagai berikut: 
a. Unsur Formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang 
menunjukkan sebagai jar m̅ah.42 Jar m̅ah tidak akan terjadi 
sebelum dinyatakan dalam Q.S. Al-Isr ̅‟ ayat 15:  
 ًوًسٍفىػًنل مًدىتٍهىػي اىَّنًَّإىف ٰلىدىتٍىا ًنىم  ۚ  اىهٍػيىلىع ُّلًضىي اىَّنًَّإىف َّلىض ٍنىمىك  ۚ  يًرزىت ىلَىك
 ٰلىرٍخيأ ىرٍزًك هةىًرزاىك  ۚ  نؿويسىر ىثىعٍػبىػن َّٰتَّىح ىينًبِّذىعيم اَّنيك اىمىك  
Artinya: 
“Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka 
sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; 
dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi 
(kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat 
memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum 
Kami mengutus seorang rasul”.43 
 
Yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya 
sebelum mengutus utusan- Nya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa 
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 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1. 
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hukuman akan ditimpahkan kepada mereka yang membangkang 
ajaran Rasul Allah. Khusus untuk jar m̅ah ta’z r̅ harus ada 
peraturan dan undang- undang yang telah dibuat oleh penguasa.  
b. Unsur Materiil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang 
benar-benar telah dilakukan. Hadis} Nabi riwayat Bukhari- Muslim 
dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa Allah melewatkan 
hukuman untuk umat Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang 
masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan 
lisan atau mengerjakannya dengan nyata.44 
c. Unsur Moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jar m̅ah. 
Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya 
dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal, dan ikhtiar 
(kebebasan berbuat).45 
Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana 
dalam hukum pidana Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai 
berikut:
46
 
a. Secara Yuridis Normatif disatu aspek harus didasari oleh suatu dalil 
yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam 
dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif memunyai 
unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu 
pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. 
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b. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu 
yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut mukallaf. Mukallaf  
adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat. 
Selain unsur- unsur hukum pidana Islam yang disebutkan, perlu dilihat 
bahwa jarimah (tindak pidana) dapat dilihat beberapa segi,yaitu: 
a. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam 
dapat dibedakan menjadi: 
1) Jar m̅ah Hudud, adalah jari>mah yang diancam dengan hukuman 
had atau hukuman yang telah ditentukan oleh syara‟ dan menjadi 
hak Allah (hak masyarakat).47 Para ulama sepakat diantaranya 
ada: zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, 
pemberontakan, minum-minuman keras, dan murtad. 
Hukumannya berupa rajam, dera, potong tangan, penjara/ 
kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/ deportasi, 
dan salib.48 
2) Jari>mah Qis}a>s} dan diat adalah jari>mah yang diancam dengan 
hukuman qis}a>s} atau diat. Baik hukuman qis}a>s}/ diat merupakan 
hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas 
terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si wali 
dan korban), hukuman qis}a>s} bisa berubah menjadi diat, hukuman 
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diat menjadi dimaafkan apabila dimaafkan maka hukuman 
menjadi hapus. Yang termasuk jari>mah qis}a>s} diat ada: 
pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan 
keliru, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.49 
3) Jari>mah Ta’zi >r adalah memberi pelajaran, artinya suatu jari>mah. 
Pelaksanaan hukuman ta’zi>r, baik yang jenis laranganya 
ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut 
hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan 
sepenuhnya kepada penguasa. Tidak adanya ketentuan tentang 
macam dan hukuman pada jari>mah ta’zi>r karena jari>mah ini 
berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta 
kemaslahatannya dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan 
berkembang.50 
Dengan adanya prinsip tersebut, macam jari>mah dan 
sanksinya akan dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Dengan 
demikian orang akan berhati- hati agar jangan sampai melakukan 
jari>mah yang akan berakibat penderitaan terhadap dirinnya. 
b.  Dari segi unsur niat, jari>mah yaitu yang disengaja dan tidak 
disengaja. 
c.    Dari segi cara mengerjakan,jari>mah yaitu yang positif dan negatif.  
d. Dari segi si korban, jari>mah yaitu bersifat biasa dan kelompok. 
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e.  Dari segi tabiat, jari>mah yaitu bersifat biasa dan bersifat politik.51 
 
3. Sumber Hukum Pidana Islam 
 Sumber hukum pidana Islam bertujuan untuk memahami sumber 
nilai ajaran agama Islam yang dijadikan petunjuk kehidupan manusia 
yang harus ditaatinya. Sistematika sumber ajaran Islam  terdiri atas: 
a. Al Qur‟an adalah memuat kumpulan wahyu- wahyu Allah yag 
disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. 
b. Sunnah adalah perbuatan, perkataan dan perizinan Nabi 
Muhammad SAW. Pengertian sunnah mempunyai kesamaan 
pengertian hadis. Karena, hal- hal yang diungkapkan Al Qur‟an 
yang bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi 
SAW. Menjelaskan melalui sunnah.52 
c. Ijma adalah kesepakatan terhadap pada suatu masa atas sessuatu 
hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW. 
d. Ijtihad adalah perincian ajaran Islam yang bersumber dari Al 
Qur‟an dan Hadis} yang bersifat umum, sebuah metode penggalian 
hukum Islam. Macam- macam metode Ijtihad ada ‘Istihsan, 
Marshlahah Mursalah, Istishhab, Urf atau adat.53 
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4. Perdagangan Orang 
Di  dalam  dunia  perdagangan  dikenal adanya jual beli barang  
dan jual beli jasa. Didalam hukum fiqh, jual beli barang termasuk dalam  
al-bai’ (عيبلا), sementara jual beli jasa atau manfaat termasuk 
dalam pembahasan al-Ijarah (ةراجلإا). Kenyataan menunjukkan, bahwa 
 perdagangan perempuan yang semakin  marak dewasa ini adalah 
menyangkut transaksi jual beli jasa atau manfaat, bukan jual beli barang. 
Dengan demikian, maka masalah perdagangan perempuan termasuk 
bahasa al-Ijarah.54 Ada tiga macam manfaat atau jasa yang 
ditransaksikan, yaitu; 
1)  Manfaat  atau  jasa  yang  menyangkut  benda  dan  barang.  
2)  Manfaat  atau  jasa  yang  menyangkut  keahlian  profesi. Contoh,  
seorang penjahit pakaian yang menerima upah atau ongkos jahit. 
3)  Manfaat  atau  jasa  yang  menyangkut  tenaga  tanpa  memerlukan  
keahlian  tertentu. Contoh, kuli panggul, PRT, dll. 55 
Dalam praktik jual beli jasa atau manfaat minimal terdapat dua 
pihak pelaku transaksi, yaitu (a) pemilik atau penjual jasa atau 
manfaat; (b) pembeli jasa  atau  manfaat.56 
Transaksi jual beli jasa atau manfaat yang diperbolehkan dalam 
Islam dengan persyaratan sebagai berikut: 
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   1) Adanya keridhoan antara pihak- pihak yang melakukan transaksi 
(pihak penjual dan pembeli jasa atau manfaat). 
2) Pihak pembeli jasa atau manfaat mengetahui dengan pasti tentang 
jasa atau manfaat yang akan diperolehnya. 
3) Pihak penjual jasa atau manfaat benar-benar dapat menyerahkan 
atau memberikan jasa atau manfaat terhadap pihak pembeli jasa 
atau manfaat. 
4) Jasa atau manfaat yang diperjual belikan harus berupa manfaat atau 
jasa yang dibolehkan (bukan termasuk yang diharamkan) oleh 
ketentuan syara‟. Karena itu tidak diperbolehkan melakukan jual 
beli jasa perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh agama. 
Kembali kepada persoalan Perdagangan orang ternyata tidak 
hanya melibatkan dua pihak yang terkait dengan transaksi ini paling 
tidak tiga pihak yang terlibat yaitu: 
a. Pemilik jasa atau manfaat yaitu orang (perempuan dan anak) yang 
diperdagangkan sebagian besar sebagai penjual jasa seks komersial. 
b. Penjual jasa atau manfaat yaitu mucikari. 
c. Pembeli jasa atau manfaat yaitu para lelaki hidung belang.57 
Sementara itu, manfaat atau jasa yang dijadikan transaksi 
dalam  perdagangan perempuan dalam bentuk menjual diri ini adalah 
berupa perbuatan maksiat yaitu kencan dan hubungan seksual diluar 
nikah.  Dengan demikian akad atau transaksi yang terjadi dalam kasus 
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perdagangan perempuan ini hukumnya tidak sah, karena jasa yang 
ditransaksikan merupakan perbuatan maksiat.  
Trafficking menurut U.N. Protocol: 
Trafficking for the exsploitation of prostitution of others 
(eksploitasi di bidang prostitusi atau yang menyerupainya); 
Trafficking for other forms of sexual exsploitation (eksploitasi 
dalam bentuk lain dari seksual); Trafficking for forced labor 
(eksploitasi dalam bentuk kerja paksa); Trafficking to place 
someone in a condition of servitude (menempatkan orang dalam 
kondisi perbudakan); Trafficking for the purpose of enslavement 
of someone (memperbudakan orang); Trafficking for purposes 
similar to slavery (memperlakukan seseorang serupa dengan 
perbudakan); dan Trafficking of organs, or the removal of 
organs from human beings (dalam bentuk perdagangan organ 
tubuh manusia).58 
 
Dari definisi UN Proctocal, perbudakan dan eksploitasi seksual 
adalah termasuk dalam perdagangan orang. Dalam budaya Arab 
sebelum Islam datang, mereka juga melakukan perdagangan anak 
perempuan dalam arti budak- budak perempuan dengan harga tertentu 
serta menguasai harta anak yatim,”(jangan lakukan itu, tapi carilah 
perempan lain…), sampai dengan kebiasaan menguasai banyak 
budak-budak perempuan untuk dilacurkan. Ini semua merupakan 
kebiasaan Bangsa Arab, Islam justru menghapus kebiasaan- kebiasaan 
seperti itu.59 
Disebutkan dalam sebuah hadis} Allah Azza wa Jalla 
mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman 
permusuhan di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad 
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meriwayatkan dari Hadis} Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu. 
 ىيًضىر ىةىرٍػيريى ٍبيىأ ٍنىع  اىنىأ هةىشلىث ىؿىاىق ملسك ويلع وٌللاىلص ِّبَِّنلا ٍنىع ونع وٌللا
 يوىنىىثَ ىلىكىأىفانر َى يح ىعاىب هليجىرىك ىرىدىغ َّيثُ بي ىىطٍعىأ هليجىر ًةىم اىيًقٍلا ـىوىي ٍميهيمٍصىخ
 يهىرٍجىأ ًطٍعيػي ٍىلَىك يوٍنًمىىف ٍوىػتٍسىف انيرًج ىأ ىرىج أىتٍسا هليجىرىك 
Artinya: 
“Dari Abu Hurairoh, dia berkata: Rasullah SAW telah bersabda: Ada 
tiga kelompok orang yang menjadi musuhku kelak di hari kiamat, 
orang yang mengatasnamakan-Ku tetapi berkhianat, orang yang 
menjual manusia merdeka dan memakan hasilnya (dari penjualan 
itu), dan orang yang tidak membayar upah”60 
 
Hukum dasar muamalah perdagangan adalah mubah kecuali 
yang diharamkan dengan nash atau yang disebabkan gharar 
(penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu 
manusia merdeka (hur) dan manusia budak.61 Dalam masalah ini 
Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (Baiul 
hur), dan setiap akad yang mengarah kesana maka akadnya dianggap 
tidak sah dan pelakunya berdosa. Di antara pendapat mereka 
yaitu:Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual 
orang yang merdeka (Baiul hur), dan setiap akad yang mengarah 
kesana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. 
Diantara pendapat mereka yaitu: 
a. Hanafiyah, Ibnu Abidin Rahimahullah berkata, “Anak Adam 
dimuliakan menurut syari‟ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika 
bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta 
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penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia 
dan ini tidak diperbolehkan. Shahiul Bukhari Dalam Kitabul Buyu 
Bab: Itsmuman ba‟a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari 
riwayat Abu Hurairrah Radhi yallahu‟anhu. 
b. Malikiyah, Al-Hatthab ar-Ru‟aini raimahullah berkata, “apa saja 
yang tidak sah utuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual 
menurut ijma‟ ulama seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai 
dan semisalnya”. 
c. Syafi‟iyyah, Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi Rahimahullah 
menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil 
berdasarkan hadis} di atas. Ibnu Hajar menyatakan bahwa 
perdagangan manusia merdeka adalah haram, menurut ijma‟ 
Ulama. 
d. Hanabilah, Ulama Hanabilah menegaskan batalnya baiul hr ini 
dengan dalil hadist di atas dan mengatakan bahwa jual beli ini 
tidak pernah dibolehkan dalam islam, diantaranya adalah Ibnu 
Qudamah, Ibnu Muflih al-Hanbali, Manshur bin Yunus al-
Bahuthi, dan lainnya. 
e. Zhahiriyyah, Madzhab ini menyebutkan bahwa semua yang haram 
dimakan dagingnya, haram untuk dijual. 
Menurut Qowaid Fikih praktek trafficking hukumnya tidak 
boleh (haram), karena memiliki dampak modlorot terhadap 
manusia.Dari keterangan di atas, telah jelas bagi kita bahwa ulama 
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bersepakat atas haramnya penjualan manusia merdeka. Bahwa 
mempekerjakan orang merdeka kemudian tidak menepati upah yang 
telah disepakati, maka perbuatan semacam ini, disamakan dengan 
memakan hasil penjualan manusia merdeka, yaitu berupa ancaman 
yang terdapat dalam hadis tersebut di atas.62 
5. Hukuman 
a. Pengertian Hukuman 
Uqubah atau hukuman dalam pidana Islam didefiniskan 
sebagai ancaman terhadap suatu jarimah atau tindak pidana karena 
telah mengabaikan perintah Syar‟i.63  
Menurut hukum pidana Islam, dari definisi Abdul Qadir: 
“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara 
kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas 
ketentuan-ketentuan syara”.64 
 
Dari definisi tersebut menurut penulis dapatlah dipahami 
bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh 
syara‟ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar 
ketentuan syara‟, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan 
kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi 
kepentinga individu. 
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b. Bentuk- Bentuk Hukuman Pidana Islam  
Ditinjau dari segi ada dan tidaknya nashny adalam Al 
Qur‟an dan Hadis}, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
a. Hukuman yang ada nashnya,yaitu hudud, qiyas, diyat, dan 
kafarah. Misanya, hukuman bagi pezina, pencuri,perampok, 
pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya. 
b. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebutkan hukuman 
ta’zi>r.65 Seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak 
melaksanakan amanah, pencurian yang tidak sampai batas 
jumlah yang ditetapkan, dan perdagangan orang yang ini juga 
termasuk dan masih banyak lagi. 
Ditinjau dari segi hubungan antara hubungan antara 
hukuman dengan hukuman yang lain, ada empat macam hukuman, 
yaitu66: 
a. Hukuman pokok (Al-Uqubat al-ashliyah), yaitu hukuman asal 
(asli) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunh dan 
hukuman jilid 100x bagi pezina ghayr muhshan. 
b. Hukuman pengganti (Al-Uqubat al-badaliyah), yaitu hukuman 
yang menempati empat pokok apabila hukmuman pokok itu 
dapat dilaksanakan karena alasan hukum diyat bagi pembunuh 
yang sudah  dimaafkan qis}a>s}nya oleh kelurga korban atau 
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hukuman ta’zi>r apabila karena suatu hal, hukuman had tidak 
dapat dilaksanakan. 
c. Hukuman tambahan (Al-Uqubah al-thaba’iyah), yaitu hukuman 
yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukum pokok, 
seperti terhalangnya seoranng pembunuh untuk mendapat waris 
dari harta terbunuh. 
d. Hukuman pelengkap (Al-Uqubah al-takmiiyat), Yaitu hukuman 
yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang 
telah dijatuhkan. 
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif Di 
Indonesia 
 
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Positif 
Pengertian tindak pidana bahwa nama yang lazim dipergunakan 
adalah perbuatan pidana (stafbaarfet) seperti yang ada dalam pasal 2 
KUHP… aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku 
bagi setiap orang melakukan “Perbuatan Pidana” di dalam wilayah 
Republik Indonesia. Kemudian dalam pasal 55 misalnya. Ayat (1) 
dipidana sebagai pembuat (dader)sesuatu” perbuatan pidana dst.67 
Istilah delik adalah merupakan kata yang diambil dari istilah 
bahasa latin delictun dan delicta. Delik dalam bahasa Belanda disebut 
strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, dan feit. 
Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai tindak, 
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Moh. Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek, 
(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012),  hlm. 23. 
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peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan feit artinya sebagian 
dari kenyataan. Sehingga Strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan 
yang dapat dihukum.68 
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Hukum Positif 
Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif 
dan unsur objektif. Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung 
mengemukakan unsur- unsur delik sebagai berikut69: 
Unsur Subjektif, yaitu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 
(schuld). 
Unsur Objektif, yaitu unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
a) Perbuatan manusia berupa : 
1. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
2. Omissions, yakni perubahan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
b) Akibat perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau 
merusak, bahkan menghilangkan kepentingan- kepentingan yang 
                                                          
68Andi Atika, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota 
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dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, 
hak milik, kehormatan dan sebagainya. 
c) Keadaan- keadaan (circumstances) pada umumnya, keadaan ini 
dibedakan antara lain : 
1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
3. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah 
satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan 
dari pengadilan. 
3. Perdagangan orang 
Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari 
“perbudakan manusia”. Menurut hukum positif, perdagangan orang 
adalah segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertujuan untuk 
mencari keuntungan secara sepihak. Perdagangan orang juga merupakan 
salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan 
martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di 
berbagai Negara, termasuk Indonesia dan Negara- negara yang sedang 
berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, 
masyarakat Internasional, terutama Perserikatan Bangsa- bangsa (PBB). 
Irianto Sulistiawati, menyatakan bahwa akhir dari kejahatan ini adalah 
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para korban dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk 
dan tidak layak.70 
Trafficking dalam kamus Webster‟s College Dictionary (1996) 
Trafficking, to carry on traffic, especially illega (in a commodity). Jadi, 
mengangkut dalam lalu lintas dengan kata lain memindahkan sesuatu 
dengan cara illegal (digunakan untuk menunjuk pada suatu komoditi). 
Tapi istilah ini ditolak peserta Seminar hasil Penelitian Convention 
Watch yang dilaksanakan di UI Jakarta 30 Juni 2006. Perdagangan 
manusia adalah kejahatan karena itu idak ada perdagangan manusia yang 
legal.71 
Menurut Undang- Undang No. 21 tahun 2007 tentang  
Pemberantasan TPPO Pasal 1 ayat (1),  
Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  
utang  atau  memberi  bayaran  atau manfaat,  sehingga  
memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  
kendali  atas  orang  lain tersebut,  baik  yang  dilakukan di 
dalam negara maupun antar negara, untuk  tujuan  eksploitasi 
atau mengakibatkan orang tereksploitasi.72 
 
Pada Pasal 3 Protokol tambahan Konversi PBB tentang 
Kejahatan Terorganisir Transnasional (protocol to prevent, suppress, 
and punish trafficking in persons, especially women and children 
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supplementing unitedcnation convention against transnational 
organized crime) pengertian trafficking dijelaskan sebagai berikut:  
“Trafficking in persons shall mean the recruitment, 
transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by 
means of the threat or use of force or other forms of coercion, of 
abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a 
position of vulnerability or of the giving or receiving of 
payments or benefits to achieve the consent of a person having 
control over another person, for the purpose of exploitation. 
Exploitation shall include, at a minium, the exploitation of the 
prostitution of others or other forms of sexual exploitation, 
forced labour or services, slavery or practices similar to salary 
or the removal of organ.”.73 
 
Jadi, perdagangan manusia dimulai dari perekrutan, pengiriman,  
pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan  
ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk pemaksaan 
lain, penculikan, penipuan atau muslihat, penyalahgunaan kekuasaan,  
memberi  atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan 
agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas 
orang lain  untuk  tujuan  eksploitasi. Eksploitasi termasuk  untuk  
melacurkan  orang  lain  atau bentuk- bentuk lain dari eksploitasi 
seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik 
serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. 
Berdasarkan pengertian diatas, terkandung makna bahwa 
manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan semena- 
mena, sarat  dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dan 
kesewenang-wenangan yang berlandaskan  kekuasaan dengan tujuan 
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eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan 
korban dan menguntungkan pihak lain. 
Jual beli manusia  ini  banyak  melibatkan  anak  dan perempuan  
untuk kepentingan eksploitasi seksual. Selain itu, mereka telah  
disalahgunakan  sebagai  obyek  seks  yang  menghancurkan kehidupan 
mereka. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa trafficking in persons  
merupakan  tragedi  kemanusiaan  yang harus segera dihentikan.74 
Indonesia merupakan negara asal trafficking keluar negeri dengan 
tujuan Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan 
Timur Tengah75. Tahun 2012- 2015, Bareskrim Polri mencatat terdapat 
861 kasus perdagangan orang. Dari data tersebut, lebih dari 70% 
korbanya merupakan perempuan dan anak, dengan modus operandi 
terbesar ialah ketenagakerjaan dan prostitusi. Ini berarti, perempuan dan 
anak di Indonesia masih menjadi kelompok rentan terhadap tindak 
kekerasan76. 
Pada beberapa literatur menyebutkan korban TPPO ini hanya pada 
anak-anak dan padahal banyak kasus, terutama di Indonesia, trafficking 
bisa terjadi kepada siapa saja tanpa pandang gender. Eksploitasi tenaga 
kerja laki- laki di perkebunan kelapa sawit adalah contoh nyata kategori 
trafficking, dimana mereka dibayar dengan upah murah. Contoh kasus 
lainnya sindikat perdagangan organ tubuh manusia, dalam hal ini tidak 
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peduli laki- laki/ perempuan, orang tua atau anak- anak, siapa saja dapat 
menjadi korban. 77 
Jika berbicara tentang trafficking maka korban yang paling rentan 
adalah perempuan, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari 
pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan. Berbagai 
latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatkanya masalah 
perdagangan perempuan, seperti: lemahnya penegakan hukum, peran 
pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang 
trafficking.78 
Pelaku kejahatan human trafficking (traffiker), memiliki jaringan 
yang cukup luas. Meskipun belum diperoleh bukti yang akurat, dapatlah  
diperkirakan bahwa pelakunya adalah sekelompok orang yang memiliki 
wadah, atau jaringan juga disebut sebagai kejahatan terorganisasi 
(organized crime).79 
pelaku human trafficking (traffiker) dapat digolongkan menjadi 
empat kelompok, sebagai berkut: 
1. Orang/ perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara 
langsung bertindak melakukan perbuatan pidana  trafficking. 
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau leih yang bekerja sama 
melakukan perbuatan pidana trafficking. 
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3. Korporasi, yaitu perkumpulan/ organisasi yang didirikan dan dapat 
bertindak untuk hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam 
pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan. 
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi 
wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang 
seharusnya dilakukan.80 
Dalam KUHP tidak mengenal subjek 
.
tindak pidana berupa 
korporasi tetapi dalam Undang- Undang No. 21 Th. 2007  tentang     
TPPO mengenal subjek tindak pidana korporasi. Berdasarkan pasal 55 
dan pasal 56 KUHP. Pelaku dapat meliputi sebagai berikut: 
a. Pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan 
menganjurkan, yaitu: 
1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut 
serta melakukan. 
2) Mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan 
ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan 
sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya 
melakukan perbuatan. 
3) Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja 
dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat- akibatnya. 
b. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu: 
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1) Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada watu 
kejahatan dilakukan. 
2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau 
kesempatan untuk melakukan kejahatan.
 81 
Pelaku dalam trafficking sering digambarkan sebagai bagian 
dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisir. Walaupun 
gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagaian kasus, banyak pula 
pelaku trafficking yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari 
kelompok kejahatan terorganisir, sehingga beroperasi secara 
independen, sementara sebagian lagi merupakan tokoh terhormat 
dalam komunitasnya. 
Setiap sektor dimana trafficking terjadi, juga memiliki 
kelompok pelakunya sendiri didalamnya. Banyak dari mereka yang 
menjadi pelaku trafficking dan sebagian mungkin bukan pelaku tetapi 
terlibat dalam kegiatan trafficking bahkan mereka tidak menyadarinya. 
Pihak- pihak tesebut adalah agen perekrut tenaga kerja/ Perusahaan 
Jasa Tenaga Kerja (PJTKI), agen atau calo, pejabat pemerintahan, 
majikan, pemilik dan pengelola rumah bordil, calo pernikahan, 
orangtua/ sana saudara bahkan suami.82  
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a. Unsur- Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Adapun proses perekrutan, modus serta tujuan dari Tindak 
Pidana Perdagangan manusia secara umum dapat dirinci sebagai 
berikut:  
1) Proses, dalam bentuk: perekrutan atau pengangkutan atau 
penampungan atau pengiriman atau pemindahan atau penerimaan 
seseorang. 83 
2) Cara/modus, dalam bentuk: ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan atau penculikan atau penyekapan atau pemalsuan atau 
penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau 
jeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.
84
 
3) Tujuan, dalam bentuk: eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pelacuran 
atau kerja paksa atau perbudakan atau penindasan atau pemerasan 
atau kekerasan seksual atau transplantasi organ illegal. 85 
4. Hukuman 
a. Pengertian Hukuman 
Istilah hukuman dan dihukum berasal dari kata bahasa Belanda 
yaitu “straf” dan wordt gestraf  yang oleh Moeljatno merupakan 
istilah konvensional. Oleh sebeb itu beliau tidak setuju dengan istilah 
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tersebut, dan menggunkan istilah konvensional yaitu “pidana” sebagai 
pengganti kata “straf” dan “diancam pidana” untuk menggantikan kata 
wordt gestraf .86 
Pidana (hukuman) adalah masalah yang pokok dalam hukum 
pidana, sebab sejarah dari hukum pidana pada hakekatnya adalah sejarah 
dari pidana dan pemidanaan. Menurut hukum pidana kita, disamping 
pidana juga dikenal tindakan, perbedaanya pidana adalah pembalasan 
terhadap kesalahan si pembuat sedangkan tindakan adalah untuk 
perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si 
pembuat.87 
b. Bentuk- Bentuk Hukuman 
Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis 
hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu berupa: 
1) Pidana Pokok: 
a. Pidana Mati, merupakan pidana terberat dan ditempatkan pada 
urutan pertama dari jenis pidana pokok dalam pasal 10 KUHP. 
Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, harus dengan keputusan presiden, meskipun pidana 
menolak untuk memohon grasi dari presiden. Hal ini diatur dalam 
pasal 2 dan pasal 3 UU Grasi NO.3 TH. 1950 L.N. NO. 40 
                                                          
86
 Zuleha, Dasar- Dasar Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 90. 
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TAHUN 1950. Ditentukannya ketenntuan ini di dalam UU Grasi, 
berarti bahwa terpidana tidak memohon grasi, niscaya kesalahn 
hakim sejauh mungkin harus dicegah dengan cara turun 
tangannya presiden.88 
b. Pidana Penjara, merupakan pidana utama diantara pidana hilang 
kemerdekaan. Lama pidana penjara bisa seumur hidup dan dapat 
selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum 
dan maksimum 15 tahun dan selama waktu tertentu sekali-kali 
tidak boleh lebih dari 20 tahun.89 
c. Pidana Kurungan, adalah jenis pidana pokok berupa perampasan 
kemerdekaan atau disebut bentuk pidana badan kedua. Pidana ini 
juga harus dijalani dirumah tahanan negara, tetapi umumnya 
dipisahkan dari orang yang terpidana karena suatu kejahatan. 
Jenis pidana ini lebih ringan ketimbang pidana penjara dan leboh 
berat ketimbang pidana denda. Lamanya pidana kurungan 
minimal satu hari dan maksimal 1 tahun/ 1 tahun 4 bulan sesuai 
ketentuan pasal 18 KUHP.90 
d. Pidana Denda, adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk 
mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya 
dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimun pidana 
denda adalah 0,25 x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum 
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melainkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam 
Buku I dan Buku II KUHP.91 
2) Pidana Tambahan; 
a.  Pencabutan hak- hak tertentu, merupakan bentuk pidana 
tambahan yang pertama yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf b 
KUHP yaitu bukan semua hak- hak yang dimiliki terpidana 
dicabut, dan apabila semua hak dicabut maka tidak mungkin si 
terpidana dapat hidup. Sedangkan hak- hak tertentu yang dapat 
dicabut menurut ketentuan hukum pidana adalah hak-hak selain 
hak- hak kehidupan, hak-hak sipil maupun hak- hak 
ketatanegaraan.92 
b. Perampasan barang- barang tertentu, sebagaimana halnya 
pencabutan hak, pidana (tambahan) perampasan barang juga 
mengenai barang-barang tertentu saja. Jadi tidak mungkin akan 
ada perampasan terhadap seluruh harta benda (kekayaan), ataupun 
sebagian tertentu dari harta benda, sebab barang- barang yang 
dirampas itu harus disebut secara limitatif, dicantumkan secara 
tegas satu persatu di dalam putusan hakim. Mengenai perampasan 
barang-barang tertentu, diatur dalam pasal-pasal 39- 41 KUHP.93 
c. Pengumuman putusan hakim, terutama dimaksud untuk 
pencegahan agar masyarakat terhindar dari “kelihaian busuk” atau 
kesembronoan dari seseorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya 
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dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku unuk 
pasal tindak pidana tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam 
undang-undang pidana seperti pasal 128 ayat 3 KUHP, pasal 206 
ayat 2 KUHP, pasal 377 ayat 1 KUHP, pasal 395 ayat 1 KUHP, 
dll.94 
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  BAB III 
DESKRIPSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 
(TRAFFICKING) DALAM FIKIH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF DI 
INDONESIA 
 
A.  Bentuk- Bentuk Perdagangan Orang 
Bukti adanya perbudakan dimaksud terdapat dalam kisah masa 
nabi Ibrahim yang mana istrinya Siti Sarah rela memberikan budaknya,  
yaitu Siti Hajar kepada nabi Ibrahim yang kemudian memberikan  
keturunan yaitu Nabi Ismail. Demikian pula pada zaman Nabi Ya‟qub, 
orang merdeka di masa itu orang yang terbukti mencuri bisa menjadi 
budak orang yang ia ambil/ curi hartanya untuk dijadikan budak 
Fenomena Trafficking (perdagangan manusia) juga terjadi dalam zaman 
Jahiliah. Dalam era ini, menurut Husein Muhammad terjadi pada 
kelompok- kelompok rentan seperti perempuan, anak- anak dan orang-
orang miskin. Praktik- praktik penindasan oleh yang kuat dan kaya 
terhadap yang lemah dan miskin, pada masa itu banyak terjadi, dan tidak 
dianggap sebagai pelanggaran. Mereka dianggap bukan manusia utuh, 
melainkan hanya separuh manusia, manusia kelas dua, atau bahkan  
sebagai barang. Kekerasan terhadap mereka dapat terjadi dimana saja, 
baik di ranah domestik maupun publik.95 
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Q. Zaman, Sanksi Pidana PerdaganganPerempuan (Women Trafficking) (Studi 
Komparatif  Antara  Undang- Undang No. 21 Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak  
Pidana  Perdagangan  Orang  Dan Hukum Islam), Jurnal At-Turās, Volume V, No. 1, Januari- Juni 
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Sebelum turunya agama Islam, ketika zaman jahiliyah di Tanah 
Arab, sudah terjadi kesemena- menaan kaum laki- laki terhadap anak 
perempuan. Hal itu dimulai dengan pembunuhan anak, dengan 
menguburkan bayi itu hidup- hidup bila yang lahir anak perempuan, 
seperti tertera dalam QS.An-Nah}l ayat 58: 
 همي ًظ ىك ىو يىىك اِّدىو ٍسيم يو يه ٍجىك َّلىظ ٰىىث ٍػ نيٍلأا ًب ٍم يى يد ىحىأ ىر ِّشيب اىذ ًإ ىك  
 
Artinya: 
“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan 
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (mereka padamlah) mukanya, dan 
dia sangat marah”96 
 
Hal itu disebabkan karena anak perempuan dikelompok mereka 
akan mengurangi debit air yang sangat terbatas, tidak produktif secara 
ekonomis, takut miskin dan malu bila kelak kawin bukan dengan laki- 
laki yang setara dalam kesukuan kelompok (kabilah) mereka. 
Karena tidak dapat menahan malu, mereka membunuh anak 
perempuan mereka seperti disindir Allah dalam (QS.An-Nah}l ayat 59): 
 ٰىىلىع يو يكًسٍييُىأ   ۚ  ًو ًب ىر ِّشيب ا ىم ًءو يس ٍن ًم 
ًـٍو ىق ٍلا ىن ًم ٰلىراىو ىػتىػي
 ىفو يم يكٍىيَ ا ىم ىءا ىس ىلَىأ   ۚ   ًباىرُّػتلا ًفِ يو ُّس يدىي ٍـ ىأ 
وفو يى 
Artinya: 
“Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan 
buruknya berita yang disampaikn keadanya. Apakah dia akan 
memeliharanya dengan menangggung kehinaan ataukah akan 
menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketauhilah, alangkah 
burukya apa yag mereka tetapkan itu”.97 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahan..., hlm. 273. 
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Untuk menepis kemiskinan yang ditakuti Bangsa Arab, Islam 
mengajarkan bahwa membunuh anak dilarang kalau takut akan jatuh 
miskin, seperti dijelaskan dalam perdagnganan anusia.
98
 
Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana 
terorganisir. Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang 
yang sering terjadi di Indonesia yaitu : 
Kerja paksa seks dan eksploitasi seks, kerja paksa atau pelayanan 
paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana atau pola 
yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan 
perbuatan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan 
menderita baik secara fisik maupun psikis.99 Dalam hal ini biasanya 
wanita dan anak-anak dijanjikan sebagai buruh, pembantu rumah tangga, 
pekerja restoran, penjaga toko atau pekerjaan- pekerjaan lain tanpa 
keahlian, namun kemudian mereka dipaksa bekerja pada industri seks 
saat mereka tiba di daerah tujuan. Kadang mungkin wanita tersebut 
mengetahui bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka 
ditipu dengan kondisi- kondisi kerja dan mereka dikekang dibawah 
paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.100 
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 L.M. Gandhi Lapian dan Hetty A. Geru, Trafficking Peremuan dan Anak  
Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2006), hlm. 97. 
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 Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Trafficking),” Jurnal Wacana Hukum, Fakultas Hukum Unisri, Vol.IX, 1 April 2010, hlm. 108. 
100
 Agung Sulistiyo, “Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia 
dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Pandecta,  (Batam),  Vol 7. Nomor 2, 2012, hlm. 
160. 
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Pembantu rumah tangga, pembantu rumah tangga baik yang di 
luar negeri maupun yang di Indonesia ditrafik kedalam kondisi kerja 
yang sewenang- wenang, misalnya jam kerja wajib yang sangat panjang, 
penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena 
jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan 
seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan dan tidak boleh 
menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. 
Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk 
memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.101 
Bentuk lain dari kerja migran, meskipun banyak orang Indonesia 
yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan 
mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, 
restoran, industri cottage atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini 
ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang- wenang dan berbahaya 
dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak 
juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, 
paksaan atau kekerasan.102  
Bentuk- bentuk trafficking menurut Faqihuddin Abdul Kodir: 103 
 a. Penghambaan: Keadaan dimana seseorang berada dibawah 
penguasaan seseorang.  
                                                          
101
 Ibid. 
102
 Dian Novita, Trafficking Prespektif Hukum Pidana, Jurnal Al- Ahkam, Vo l .V No . 2, 
2010, hlm. 300. 
103
 Ruslam Abdul Gani, Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif dan Hukum 
Islam, jurnal Ilmiah (Jambi) Vol.17 No.1 Tahun 2017, hlm. 13. 
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b. Pemilik atau majikan: Atau hilangnya kebebasan pribadi, untuk 
bertindak sebagaimana yang dikehendakinya.  
c. Perbudakan: Keadaan dimana seseorang terbelenggu dalam 
penghambaan sebagai pemilik seorang penguasa budak atau suatu 
rumah tangga, atau praktek untuk memiliki budak, atau metode 
produksi dimana budak merupakan tenaga kerja pokok.  
d. Perbudakan seksual: Ketika seseorang memiliki orang lain dan 
mengekploitasinya untuk aktivitas seksual.  
e.  Prostitusi: Tindakan seksual yang dilakukan untuk memperoleh uang.  
f.  Pekerja seks komersial: Seseorang yang melakukan tindakan seksual 
untuk memperoleh uang.  
g. Prostitusi anak: Prostitusi yang dilakukan anak merupakan salah satu 
bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.  
h.  Prostitusi paksa: Mendesak (memaksa) seseorang untuk bekerja 
sebagai pekerja seks.  
i. Pekerja hiburan: Seseorang yang dipekerjakan dibidang jasa layanan/ 
service dengan kondisi kerja eksploitatif, porno aksi atau kondisi 
rentan.  
j. Rentan: Menghadapi kemungkinan besar untuk dilukai atau mudah 
untuk diserang. 
lrwanto, mencatat sedikitnya terdapat lima jenis perdagangon 
anak yang dijumpai di Indonesia, yaitu: (l) perdagangan anak untuk 
tujuan pelacuran; (2) perdagangan anak untuk dijadikan pembantu rumah 
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tangga; (3)perdagangan anak untuk di jadikan pengemis;(4) perdangan 
anak untuk dipekerjakan pada tempat tempat berbahaya jermal ; (5) 
Perdagangan anak untuk jadikan pengedar narkoba, selanjutnya Sofian 
mengotakan bahwa kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 
mengidentifikasikan sedikitnya sebelas bentuk perdagangan anak dan 
perempuan, yaitu : (1)pekerja seksual komersial; (2)buruh migran; 
(3)buruh murah; (4)pekerja domestik (PRT); (5)Pengemis; (6)pengedar 
narkaba; (7)pekerja di tempat hiburan; (8)konsumsi pengidap poedofilia; 
(9)pengantin pesanan; (10)adopsi; (11)pemindahan organ tubuh.104 
Adapun  contoh-  contoh data kasus tindak pidana perdagangan orang 
sebagaimana dalam lampiran skripsi ini. 
B. Modus pelaku trafficking (trafficker) 
Pada umumnya, untuk korban perempuan yang diperdagangkan 
ini dipergunakan untuk kepentingan industri seks komersial baik di 
dalam maupun di luar negeri. Sindikat untuk kepentingan prostistusi ini 
telah terjalin dengan kuat dan sulit dibongkar oleh aparat penegak 
hukum. Kegiatan ini biasanya berlangsung di ”bawah tanah”, dan telah 
dirancang dengan sistem dan relasi yang profesional. Kedua rekrutmen 
dilakukan dengan pendekatan yang “canggih” baik ekonomi, budaya, dan 
sosial. Oleh sebab itu yang sering menjadi korban adalah wanita yang 
berada dalam keluarga miskin, pedesaan, dan berpendidikan rendah. 
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Penipuan, pelecehan seksual dan perkosaan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari sendikat perdagangan perempuan. Data faktual tentang 
itu dapat dilihat dalam hasil peniltian Eymal B Demmallino dan 
Bambang Wicaksono. Menurut keduanya, perempuan yang diperdangkan 
ke Malaysia pada umumnya mengalami penipuan, pelacuran, pelecehan 
seksual, dan lilitan utang. Penipuan berawal dari proses rekrutmen, 
mereka semula dijanjikan untuk mengisi lowongan kerja disektor industri 
dan toko tetapi akhirnya dihantar ke dalam area pelacuran. Sebelum 
melacur di tangan cukong, mereka sering mengalami pula pelecehan 
seksual. Cukong terlebih dahulu melakukan tes keperawanan untuk 
menentukan bayaran gaji yang akan diterima jika bekerja dalam industri 
seks yang dikelola cukong tersebut. Cukong bermain dengan segala 
macam alasan agar terhindar dari pembayaran gaji yang profesional. 
Diantaranya menjustifikasi perempuan yang akan dilacurkan tidak 
perawan padahal perempuan tersebut perawan. justifikasi ini dilakukan 
cukong guna meraup keuntungan yang besar. Seorang perawan dalam 
dunia pelacur Malaysia dapat dihargai 6 juta rupiah sedangkan yang tidak 
perawan hanya 300 ribu rupiah saja.105 
Modus operandi tindak pidana perdagangan orang atau trafficking yang 
sering terjadi adalah
106
 : 
1. merekrut calon pekerja wanita usia 16-25 tahun. 
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 Rusdaya Basri, Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal 
Hukum Diktum,, (Parepare) Volume 10, Nomor 1, Januari 2012,hlm. 89. 
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2. dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, 
pabrik dengan gaji tinggi. 
3. identitas dipalsukan. 
4. biaya administrasi, transportasi dan akomodasi ditipu oleh pihak agen. 
5. tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa 
kunjungan singkat. 
6. putusnya jaringan. 
7. korban dijual, disekap dan dipekerjakan sebagai PSK. 
 Adapun modus- modus operandi trafficking sebagaimana dalam 
lampiran skripsi ini. 
C. Faktor Penyebab Perdagangan Orang 
Faktor lain terjadinya praktek perbudakan pada zaman jahiliah 
karena didukung oleh situasi sosial politik saat itu. Struktur sosial 
masyarakat  saat  itu  sangat patriarkhi, sistem kelas sosial  masih 
berlaku.  Suku Quraisy adalah suku tertinggi sehingga sangat dihormati 
dan  disegani di wilayah Jazirah Arab. Intensitas peperangan yang tinggi  
antar suku/ kabilah, terjadinya perampokan, penculikan perempuan,   
kemiskina dan ketidak berdayaan membayar hutang, ditambah lagi 
dengan adanya pasar budak tempat dimana para tuan memperjualbelikan 
budaknya. Praktek ini terjadi selama beratus- ratus tahun sampai 
akhirnya Islam datang  dan menghapus  praktek perbudakan, namun 
penghapusan ini dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung. 
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Misalnya dengan adanya hukum kafarat memerdekakan budak ketika 
seorang muslim  melakukan sebuah pelanggaran hukum agama. 
Menurut Muhammad Bahey, pada masa jahiliyah  seorang budak  
dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Pasar- pasar di 
jazirah Arab selalu dipenuhi dengan budak sebagai komoditi unggulan,  
sementara orang- orang Quraisy termasuk orang yang paling banyak 
menikmati hasil perdagangan budak. Kaum Quraisy  mendapatkan  
budak  dari tawanan perang  yang terjadi antar kabilah Arab atau yang 
mereka beli dari pasar- pasar budak di Habsyah (untuk budak kulit hitam) 
atau daerah Kaukasia (untuk budak kulit putih). Bangsawan- bangsawan 
Arab disamping memperdagangkan budak, juga membuat budak sebagai 
barang yang dapat dipertukarkan sebagai hadiah dan diwariskan kepada 
anak cucu mereka dan tidak jarang dibuat sebagai mahar didalam 
perkawinan. Disamping itu, banyak juga tuan yang  mengawini 
budaknya, ketika budak tersebut melahirkan anak buat tuannya, dia 
disebut dengan umm al-walad. 
Di Indonesia faktor- faktor yang menjadi pendukung perdagangan 
orang diantaranya karena adanya permintaan terhadap pekerjaan disektor 
informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan 
upah relative rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, 
sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis 
trafficking. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/ bisnis seperti ini dapat 
mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum 
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yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakan hukum 
di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, 
termasuk pemilik/ pengelola/ perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga 
mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan 
orang.107 Terjadinya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh 
keseluruhan hal yang terdiri dari berbagai kondisi persoalan yang 
berbeda-beda. Kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya trafficking 
atau perdagangan orang adalah : 
a. Kurangnya kesadaran, banyak orang yang bermigrasi atau berpindah 
untuk mencari pekerjaan, namun tidak mengetahui bahaya 
perdagangan orang dan tidak mengetahui cara- cara yang dipakai untuk 
menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-
wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.108 
b. Kemiskinan, kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk 
merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk 
bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu 
pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau 
pinjaman.109 
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c. Keinginan cepat kaya, keinginan untuk memiliki materi dan standar 
hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat 
orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap trafficking.110 
d. Peran perempuan dalam keluarga, meskipun norma- norma budaya 
menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai isteri 
dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari 
nafkah tambahan/ pelengkap untuk kebutuhan keluarga. Rasa tanggung 
jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk 
bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.111 
e. Peran anak dalam keluarga, kepatuhan terhadap orang tua dan 
kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan 
terhadap perdagangan orang. Buruh atau pekerja anak, anak bermigrasi 
untuk bekerj dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai 
strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat 
menopang kehidupan keuangan keluarga.112 
f. Perkawinan dini, perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius 
bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, 
kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi 
dan seringkali juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah 
bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap 
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perdagangan orang yang disebabkan oleh kerapuhan ekonomi 
mereka.113 
g. Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang, praktek menyewakan tenaga 
anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi 
penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. 
Orang yang menjadi buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan 
terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang 
mirip perbudakan.114 
h. Kurangnya pencatatan kelahiran, orang tanpa pengenal pribadi yang 
memadai akan lebih mudah menjadi mangsa atau korban tindak pidana 
perdagangan orang, karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak 
terdokumentasi. Anak- anak yang diperdagangkan misalnya lebih 
mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya atau 
membelinya. 115 
i. Kurangnya pendidikan. Orang dengan pendidikan yang rendah atau 
terbatas memiliki keahlian dan kesempatan kerja, mereka lebih mudah 
diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang 
tidak membutuhkan keahlian. Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas) 2000 melaporkan 34,0% penduduk Indonesia berumur 10 
tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah sekolah, 32,4% tamat 
SD dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut laporan BPS tahun 2000 
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terdapat 14% anak usia 7- 12 dan 24% anak usia 13- 15 tahun tidak 
melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam 
pembiayaan.
116
 
Lemahnya penegakan hukum, pejabat penegak hukum dan 
imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku tindak pidana perdagangan 
orang untuk tidak memperdulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat 
kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan 
informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte 
kalahiran dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap 
trafficking karena migrasi illegal. Kurangnya budget atau anggaran 
negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafficking menghalangi 
kemampuan para aparat penegak hukum untuk secara efektif membuat 
jera dan menuntut pelaku trafficking.117 
D. Penanganan Tindak Pidana Perdangan Orang Dalam Fikih Jinayah 
Upaya yang dilakukan Fikih Jinayah yaitu, Pertama, Islam 
menyindir dengan keras pembunuhan anak perempuan yang baru lahir 
karena malu terhadap kaumnya (QS. An-Nah}l: 59), Kedua, 
menyelamatkan anak yatim perempuan untuk terhindar dari keinginan 
laki-laki untuk menikahinya karena ingin menguasai harta 
peninggalan orangtuanya, dengan memilih saja orang lain (QS. An-
Nisa>: 3), Ketiga, memperkuat posisi perempuan terutama paara budak 
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perempuan yang memunyai kedudukan yang lemah dan hendak dijual 
oleh majikannya, kemudian mereka dimerdekakan dengan cara yang 
pertama, membuat perjanjian untuk kebebasannya dan tidak 
melacurkan mereka, seperti tertera dalam Q.S. An-Nu>r Ayat 33. 
 ٍن ًم يوَّللا يم يه ىػي ًن ٍغيػ ي ٰ َّتَّ ىح ا نحا ىك ًن ىفك يد ًىيَ ىلَ ىني ًذَّلا ًف ًف ٍع ىػت ٍسىي ٍل ىك
 ٍم يكيناىٍيُىأ ٍت ىكىل ىم اًَّمِ ىباىت ًك ٍلا ىفويغىػت ٍبىػ ي ىني ًذَّلاىك   ۚ  ًو ًل ٍضىف
 مًذَّلا ًوَّللا ًؿا ىم ٍن ًم ٍم يىويتآىك   ۚ  انر ٍػي ىخ ٍم ًهي ًف ٍميت ٍم ًلىع ٍف ًإ ٍم يىويب ًتا ىكىف
 انن ُّصىىتَ ىف ٍدىرىأ ٍف ًإ ًءاىغ ًب ٍلا ىىلىع ٍم يك ًتاىي ىػت ىػف او يًىر ٍكيت ىلَىك   ۚ  ٍم يكاىتآ
 ًد ٍعىػب ٍن ًم ىوَّللا َّف ًإىف َّن يه ًٍىر ٍكيي ٍن ىم ىك   ۚ  اىي ٍػن ُّدلا ًةاىيىٍلحا ىضىرىع اويغ ىػت ٍبىت ًل
 همي ًحىر هرويفىغ َّن ًه ًىاىر ٍك ًإ 
Artinya; 
 “Dan orang- orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan 
karunia-Nya. Dan budak- budak yang kamu miliki yang menginginka 
perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika 
kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka dan berikan kepada 
mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadau. 
Dan janganlah kamu paksa budak- budak wanitamu untuk melakukan 
pelacuran sedang mereka sendiri menginginini kesucian,karena kamu 
hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang 
memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka 
dipaksa (itu)”.118 
 
Makdsud dari ayat di atas yaitu Islam menghapuskan dan  
membebaskan  perbudakan  perempuan  sebagai warisan  budaya  
lama  bangsa arab. Islam menentang berbagai bentuk kedzoliman yang  
menyangkut  harta  benda,  jiwa maupun  harga  diri  seseorang  
termasuk perlakuan buruk seperti kekerasan, penistaan atau 
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penelantaran. Nabi Muhammad SAW sangat membenci tindak 
kejahatan semacam trafficking, bagaimanapun juga trafficking anti 
kemanusiaan. 
Cara yang Kedua, pembebasan budak sebagai tebusan bagi kaum laki- 
laki yang membuat kesalahan dengan melakukan kekersan psikis 
terhadap istrinya. Cara yang Ketiga, mengangkat perempuan budak 
menjadi perempuan yang merdeka bila dalam hubungan seksual yang 
dilakukan dengan majikannya, budak perempuan tersebut melahirkan 
seorang anak. Dalam budaya Arab boleh melakukan hubungan seksual 
secara bebas dengan budak perempuannya seperti dijelaskan dalam 
QS. Al- Mu’minu>n ayat 1-6.119 
 ىفوينًمٍؤيمٍلا ىحىلٍػفىأ ٍدىق  
(1) “Sesungguhnya menanglah orang-orang yang beriman.” 
 
 ىفويعًشاخ ٍمًًتِلىص  فِ ٍميى ىنيذَّلٱ   
(2) “Orang-orang yang khusyu` di dalam melakukan sembahyang”. 
 
 ىفويضًرٍعيم ًوٍغَّللا ًنىع ٍميى ىنيذَّلا ىك 
 (3) “Dan orang-orang yang terhadap segala laku yang sia-sia 
menampik dengan keras.” 
 ىفويلًعاف ًةاكَّزًلل ٍميى ىنيذَّلا ىك 
 (4) “Dan orang-orang yang mengerjakan ZAKAT”. 
 
  ىفويظًفاح ٍمًهًجكيريًفل ٍميى ىنيذَّلا ىك 
(5) “Dan orang-orang yang selalu menjaga faraj (kelamin) mereka”. 
 
 ىينمويلىم يرٍػيىغ ٍميهَّػنًإىف ٍميهيػناٍيُىأ ٍتىكىلىم ام ٍكىأ ٍمًهًجاكٍزىأ  ىلىع َّلًَإ 
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(6) “Kecuali terhadap isterinya atau hambasahayanya, maka tidaklah 
mereka tercela.” 
 
Pelacuran dalam bentuk apapun sebenarnya dilarang dalam 
ajaran Islam, apalagi disertai eksploitasi terhadap perempuan. Islam 
secara bertahap telah menghapuskan perbudakan terhadap perempuan 
karena sejak Islam turun, sedikit demi sedikit budak peremuan itu 
sudah habis, apalagi dalam percatuman dunia perbudakan itu sudah 
dihapuskan.120 
Ajaran Islam menegaskan bahwa anak adalah amanah dari 
Allah SWT, yang kehadirannya di atas dunia ini izin- Nya dan Allah 
telah pula membuat perjanjian primordial dengan orang tuanya bahwa 
orang tuanya akan menyelamatkan anak dengan tidak menyekutukan 
Allah dijelaskan dalam (QS. A’ra>f ayat 171). 
 ٍميكاىن ٍػيىػتآ اىم اكيذيخ ٍمًًبِ هعًقاىك يوَّنىأ اوُّنىظىك هةَّليظ يوَّنىأىك ٍميهىػقٍوىػف ىلىبٍىلجا اىنٍقىػتىػن ٍذًإىك
 ىفويقَّػتىػت ٍميكَّلىعىل ًويًف اىم اكيريٍكذاىك 
وةَّويقًب 
Artinya: 
“Dan (ingatlah), ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka 
seakan-akan bukit itu naungan awan dan mereka yakin bahwa bukit 
itu akan jatuh menimpa mereka. (Dan Kami katakan kepada mereka): 
"Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami berikan kepadamu, 
serta ingatlah selalu (amalkanlah) apa yang tersebut di dalamnya 
supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa."121 
 
 Untuk pemenuhan kehidupan anaknya di dunia lebih tegas lagi 
perintah Alah kepada orang tua untuk jangan meninggalkan anaknya 
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menjadi orang lemah setelah dia besar nanti, artinya anak yang tidak 
mempunyai akses terhdap pemenuhan kebutuhan kehidupannya kelak, 
seperti dijelaskan  dalam (QS. An-Nisa> ayat 9) 
 يفاىخ انفاىعًض نةَّيِّريذ ٍمًهًفٍل ىخ ٍنًم اويكىرىػت ٍوىل ىنيًذَّلا ىشٍخىيٍلىك ىوَّللا اويقَّػتىيٍلىػف ٍمًهٍيىلىع او
ا نديًدىس نلٍَوىػق اويلويقىػيٍلىك 
Artinya: 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang- orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak- anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar.”122 
 
Lebih tegas lagi dalam QS. At}-Tah}ri>m ayat 6, Allah juga 
berfirman untuk menjaga diri dan keluarga jangan samai masuk 
neraka kelak  karena  kelalaian mereka:  
 يةىراىج
ًٍلحاىك يساَّنلا ا ىىيدويقىك انراىن ٍميكيًلٍىىأىك ٍميكىسيفٍػنىأ اويق اوينىمآ ىنيًذَّلا اىهُّػيىأ اىي
 هظ ىلًغ هةىكًئ ىلىم اىهٍػيىلىع  ىفكيرىمٍؤيػي اىم ىفويلىعٍفىػيىك ٍميىىرىمىأ اىم ىوَّللا ىفويصٍعىػي ىلَ هدا ىدًش  
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....”123 
 
Dari dua contoh tersebut kewajiban orang tua menjaga hak dan 
keturunannya dari berbagai perbuatan yang menyebabkan  
keluarganya celaka dibelakang hari. Terjadinya perdagangan 
perempuan dan anak jelas menjadi kelalaian orang tua terhadap anak 
perempuan tersebut. Pada pertama terjadi yaitu, dari keluarga. 
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Oleh karena itu, Islam secara rinci beberapa hadis}, telah mengatur 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya yaitu124: 
1) Mengazankan anak ketika anak baru lahir. 
2) Memberi nama yang baik. 
3) Mengaqiqahkan dengan memotong kambing atau dengan yang 
setara dengan itu. 
4) Memberi pendidikan agama dan pendidikan pengetahuan 
keduniaan. 
5) Memisahkan tempat tidur anak lak- laki dan anak perempuan bila 
mereka sudah bermur 7 tahun. 
6) Mengajari mereka berenang kaena bmi dan air merupakan bagian 
dari kehidupan manusa. 
7) Mengajari mereka bermain panah (agar padai berstrategi). 
8) Mengajari mereka menunggang kuda (saat ini mengendarai 
kendaran). 
9) Mengajari mereka membaca pantun dna syair. 
10)  Mengajari dan memberi contoh akhlak yang karimah (akhlak 
yang mulia). 
11) Menikahkan mereka bila telah datang jodohnya. 
Apabila kewajiban orang tua itu semua sudah diberikan kepada 
anak, sebagai amanah dari Allah, Insya Allah anak tidak akan 
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terjerumus kepada perdagangan orang. Karena dengan pemenuhan 
kewajiban orang tua itu semua, merupakan pula hak anak di atas 
kewajiban para orangtua, anak telah mempunyai kekuatan untuk 
melindungi dirinya dari  berbagai kegiatan atau tawaran yang akan 
merugikannya, bahkan anak akan mempunyai kehidupan yang 
berkualitas dan terhindar dari perdagangan manusia. 
Bila orang tua melalaikan kewajibannya tehadap anaknya, 
maka bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya, seperti dijelaskan 
dalam QS. At- Taga>bun ayat 14: 
  ٍميىكيرىذٍحاىف ٍميكىل اِّكيدىع ٍميًكد ىلٍَكىأىك ٍميكًجاىكٍزىأ ٍنًم َّفًإ اوينىمآ ىنيًذَّلا اىهُّػيىأ اىي  ۚ  
 ٍفًإىك اويفٍعىػت اويحىفٍصىتىك اكيرًفٍغىػتىك  َّفًإىف  ىوَّللا  هرويفىغ  هميًحىر  
Artinya: 
“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu 
dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-
hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak 
memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”125 
 
      Maksud dari ayat tersebut bahwa anak menjadi kewajiban yang 
harus dipenuhi jangan sampai anak menjadi orang yang tak berguna 
atau orang yang tidak mempnyai akses terhadap pemenuhan akan 
kebutuhan hidupnya kelak. Untuk mampu menjadi manusia yang tidak 
tergantung maupun manusia yang lemah ketika dia sudah harus 
mandiri, kewajiban itulah ada pada orang tua seperti telah dijelaskan 
pada kewajiban terhadap orang tua.  
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      Pada saat ini kewajiban orang tua telah dikukuhkan dan 
menjelma dalam hak anak seperti dijelaskan dalam Konveksi Anak 
yang telah diratifikasi oleh negara dan Undang- Undang Perlindungan 
Anak Nomor 23 Tahun 2002. Bila orang tua tidak sanggup  memenuhi 
hak anak maka hak tersebut dapat diserahkan pada negara. Oleh 
karena itu, mempunyai anak haruslah betul betul direncanakan sesuai 
dengan kemampuan orang tuanya untuk memenuhi hak anak 
tersebut.jangan sampai orang tua melacurkan atau menjual anak 
karena ketidakmampuan orang tua dan diterma anak dengan 
kepatuhan. 
Nahdatul Ulama (NU) pernah mengeluarkan fatwa tentang 
tindak pidana perdagangan orang pada Musyawarah Nasional Ulama 
yang digelar Pengurus Besar NU di Surabaya, tanggal 28-31 Juli 
2006. Ada dua fatwa tentang isu ini yang dikeluarkan PBNU yaitu, 
pertama, mengharamkan eksploitasi selama proses perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran 
atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang itu, baik yang dilakukan dalam negara 
atau antar negara. Kedua, mewajibkan setiap pihak, pemerintah, tokoh 
agama dan masyarakat mencegah tindak pidana perdagangan orang 
70 
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dan melindungi. Fatwa NU tersebut bersifat strategis karena disertai 
adanya rekomendasi dari PBNU beserta seluruh badan otonom dan 
lembaganya dari pusat hingga daerah yang secara tegas menyatakan 
untuk melakukan gerakan bersama menolak perdagangan orang 
(trafficking).126 
 
E. Pengaturan Dan Kebijakan Pemerintah  Dalam Menangani 
Trafficking 
 
Bukti keseriusan Indonesia dalam upaya menghapus kekerasan 
terhadap perempuan yang utamanya adalah penghapusan perdagangan 
perempuan. Mengutip dari Bintari dan Djustiana yang memaparkan 
beberapa produk hukum telah dibuat pada level nasional dalam rangka 
memerangi kejahatan trafficking, antara lain: 
1. UU No. 7 Tahun 1984 Mengenai Ratifikasi CEDAW. 
2. Keppres No. 36 Tahun 1990 Mengenai Ratifikasi Konvensi PBB 
tentang Hak-Hak Anak. 
3. Joint Decree 2002, yaitu Keputusan Bersama Pemerintah dalam 
Pelayanan Korban Penanganan Korban Trafficking. 
4. Undang- Undang No.23 Tahun2002 tentang PerlindunganAnak. 
5. Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT 
6. UU No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Korban 
KDRT. 
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7. Undang- Undang No. Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban. 
8.  Undang- Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. 
9. Inpres 9/ 2000 dan Kepmendagri 132 tahun 2003 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.127 
 
F. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Menurut Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Positif 
 
1. Dalam Fikih Jinayah 
Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan 
melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak 
manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. 
Sanksi terhadap pelaku trafficking berupa hukuman ta’zi >r, karena 
belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur‟an dan hadis}, 
mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada 
ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta’zi>r 
dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, 
pengasingan dan Ancaman Dalam pidana Islam untuk 
traffickingberupa hukuman ta’zi >r termasuk jari>mah.128 
Fungsi ta’zi>r,  itu sendiri  adalah  untuk  memberi  
pelajaran  kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak  
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mengulangi  kejahatan yang serupa, adapun pelaksanaan hukuman 
ta’zi>r itu diserahkan  kepada penguasa (hakim) yang akan 
menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.129 
Apabila hukuman ta’zi>r itu  dilaksanakan, maka diharapkan tindak 
pidana perdagangan orang di  Indonesia dapat diberantas, 
ditanggulangi dan dicegah, agar kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara lebih terarah dan  masyarakatnya  lebih disiplin hukum. 
1. Takzi>r 
a) Pengertian Jari>mah Ta’zi>r 
Ta’zi>r secara etimologis berarti menolak atau mecegah. 
Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangktan 
mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan kejeraan 
kepada pelaku.130 
Menurut Al-Mawardi 
“Ta’zi>r adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan 
dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.”131 
 
Jadi dengan demikian jari>mah ta’zi>r suatu jari>mah yang 
hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim 
dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi 
pelaku jari>mah ta’zi>r. 
b) Hukuman Jari>mah Ta’zi>r 
Secara garis besar Hukuman ta’zi>r dapat diperinci sebagai beikut: 
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1) Hukuman Mati, menurut Hanafih membolehkan apabila 
jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah dan 
sebagian fuqaha syafi‟iyah membolehkan hanya dilaksanakan 
dalam jarimah yang sangat berat dan berbahaya. Jadi 
dianggap boleh sebagai pengecualian dengan alasan 
mendesak.132 
2) Hukuman Dera (Cambuk) adalah memukul dengan cambuk 
atau semestinya. Umat muslim diharuskan menghadiri 
pelaksanaan dukuman dera dimaksudkan sebagai sarana 
pencegahan terhadap tindak pidana serupa yang nantinya 
akan dilakukan oleh masarakat dan membuatjera setelah 
menjalani hukuman. 
3) Hukuman Penjara, dalam Al-Qur‟an ada dua kata yang 
sepadan dengan penjara al-habsu  dan al-sijnu artinya upaya 
menghalangi dan mencegah seseorang untuk berbuat sesuatu 
atau tempat menahan orang. Dalam syariat Islam ada  dua 
hukuman penjara yaitu: pertama, Hukuman Penjara Terbatas 
adalah hukuman pejara yang lama waktunya dibatasi secara 
tegas. Kedua, Hukuman Penjara Tidak Terbatas adalah tidak 
dibatasi waktunya, melainkan berlangsung sampai orang 
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yang terhuum mati atau sampai ia tobat. Dalam istilah lain 
hukuman penjara seumur hidup.133 
4) Hukuman Pengasingan, termasuk hukuman had yag 
ditetapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah berdasarkan 
QS. Al-Ma>idah:33.  
 ٍوىع ٍسىي ىك يوىلو يسىرىك ىوَّللا ىفويًبراىييَ ىني ًذَّلا يءاىز ىج اىَّنَّ ًإ ًفِ ىف
 ٍم ًهي ًد ٍيىأ ىعَّطىقيػت ٍكىأ اويبَّل ىصيي ٍكىأ اويل َّػت ىقيػي ٍفىأ ا ندا ىسىف ًضٍرىٍلأا
 ًضٍرىٍلأا ىن ًم اٍو ىف ٍػنيػي ٍكىأ 
وؼ ىلًخ ٍن ًم ٍم يهيل يجٍرىأىك  ۚ  ٍميىله ىك ًل ٰىذ
 اىي ٍػ ن ُّدلا ًفِ همٍزًخ  ۚ  همي ًظىع هبا ىذىع ًةىر ًخ ٍلْا ًفِ ٍميىله ىك 
Artinya: 
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul- Nya dan membuat kerusakan di 
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, 
atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang 
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka 
didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang 
besar.”134 
 
Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang 
dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga 
pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan 
pengaruh tersebut.  
5) Merampas Harta, hukuman ta’zi>r dengan mengambil harta 
bukan berarti mngambil harta pelaku untuk diri hakim atau 
kas Negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara 
waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat 
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maka hakim dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk 
kepentingan yang mengandung maslahat. 
6) Mengubah Bentuk Barang, seperti mengubah patung yang 
disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian 
kepalanya, sehingga mirip dengan pohon. 
7) Hukuman Denda adalah human berupa pembayaran berupa 
sejumlah harta benda/ uang sebagai ganti rugi 2x lipat dari 
kergian yang dialami korbannya.135 
8) Hukuman berupa Nasihat, Ibn Abidin yang dikutip oleh 
Abdul Aziz Amir mengemukakan bahwa yang dimaksud 
dengan nasihat adlah mengingatkan pelaku apabila ia lupa 
dan mengajarinya apabila ia tidak megerti. 
9) Celaan (Taubikh), dasar hukum untuk celaan sebagi 
hukuman ta’zi>r adalah hadis} Nabi SAW. Diriwayatkan Abu 
Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya.  
Rasulullah SAW. Kemudian bersabda: 
“Hai Abu Dzar, apakah engkau menghinannya dengan 
menghina ibunya? Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah 
perbuatan jahiliyah (HR. Muslim dari Abu Dzar).136 
 
10) Pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan 
dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk 
tidak berhubungan dengan pelaku. Dasar hukuman 
pengucilan terdapat dalam Sunah Nabi Rasulullah SAW dan 
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para sahabatnya pernah melakukan pengucilan terhadap 3 
orang yang tidak ikut Perang Tabuk, yaitu Kaab ibn Malik, 
Mirarah ibn Rabi‟ah Al-Amiri dan Hilal ibn Umyyah Al-
Waqify. Mereka dikucilkan 50 hari, tidak ada yang mengajak 
mereka berbicara, menemuinya sampai ia tobat Dan QS. An-
Nisa> ayat 34:  
 ٰىىلىع ٍميهىضٍعىػب يوَّللا ىلَّضىف اىبِ ًءاىسِّنلا ىىلىع ىفويماَّوىػق يؿاىجِّرلا اىبِىك وضٍعىػب
 ٍمًًلهاىوٍمىأ ٍنًم اويقىفٍػنىأ  ۚ  ىظًفىح اىبِ ًبٍيىغًٍلل هتاىظًفاىح هتاىًتناىق يتاىًلحاَّصلاىف
 يوَّللا  ۚ  ًعًجاىضىمٍلا فِ َّنيىكيريجٍىاىك َّنيىويظًعىف َّنيىىزويشين ىفويفاىىتَ تِ َّللاىك
 َّنيىويًبرٍضاىك  ۚ  نليًبىس َّنًهٍيىلىع اويغٍػبىػت ىلىف ٍميكىنٍعىطىأ ٍفًإىف  ۚ  ىفاىك ىوَّللا َّفًإ
انيرًب ىك اِّيًلىع 
“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyznya maka 
nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur 
mereka..”(QS. An-Nisa> : 34). 137 
 
11) Pemecatan (Al-‘Azl) adalah melarang seseorang dari 
pekerjaannya dan diberhentikan dari pekerjaan itu. 
12) Publikasi (At-Tasyhir), dasar hukum untuk hukuman berupa 
pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka 
adalah tindakan Khlifah Umar terhadap seorang saksi palsu 
yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling 
kota, sambil diumumka kepada masyarakat bahwa ia adalah 
seorang saksi palsu. Jumhur ulama sepakat untuk 
memasukkan tasyhir (pengumuman kesalahan secara 
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terbuka) sebagai salah satu jenis hukuman ta’zi>r. Tujuan 
diadakan hukuman publikasi adalah agar orang yang 
bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak 
melakukan perbuatan serupa. Jadi, sanksi ini memiliki daya 
represif dan preventif. Apabila tujuan sanksi publikasi itu 
demikian cara lain yang mengandung makna pengumuman 
seperti diumumkan melalui media massa, baik media cetak 
atatu media elektronik.138 
 
2. Dalam KUHP 
Sebelum lahirnya Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007, 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terlebih dahulu 
mengatur tentang perdagangan orang yang termuat  
Pasal 297 KUHP 
“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang 
belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 
enam tahun.” 139 
  
Dan Pasal 324 KUHP 
“Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain 
menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan 
perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara 
langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan 
tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua belas tahun”.140 
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R. Soesilo dalam penjelasan terhadap pasal ini mengatakan 
bahwa: “yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan 
perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk 
menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang 
biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar 
negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.
141
 
Selain itu instrumen hukum lain yang juga mengatur tentang 
Perdagangan Orang yaitu dapat dilihat dalam142:  
a) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
yang diatur di dalam Pasal 59, Pasal 68, dan Pasal 76 F. 
b) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia. 
c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi 
ILO No. 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan 
Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Pasal 3 huruf a). 
d) TAP MPR Nomor XVII Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). 
e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO. 
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang 
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana 
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Perdagangan Orang yang pemberlakuannya mencabut dan 
menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 
2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan 
(Trafficking) Perempuan dan Anak. 
g. Instrumen hukum internasional yang juga mengatur tentang tindak 
pidana perdagangan orang yaitu Perjanjian-perjanjian Internasional 
sebelum Tahun 1949, seperti Instrument International Agreement for 
the Suppression of The White Salve Traffick Tanggal 18 Mei 1904 
yang diamandemen dengan Protokol PBB pada tanggal 03 Desember 
1948; Convention of on the Suppression of The Traffic in Woman of 
Full Age tanggal 11 Oktober 1933 yang diamandemen dengan 
Protokol PBB; Convention on The Suppression of Traffic in Woman 
and Children tanggal 30 September 1921 yang diamandemen dengan 
Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.  
3. Dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan 
Orang 
Istilah- istilah yang berkaitan dengan Undang- Undang 
perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007: 
a) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, 
mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan 
tindak pidana perdagangan orang. 
b) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang 
melakukan tindak pidana perdagangan orang. 
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c) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
d) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum. 
e) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban 
yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau 
pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 
mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan 
tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 
mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. 
f)  Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh 
seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan 
keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan 
pencabulan. 
g) Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, 
membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau 
komunitasnya. 
h) Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan 
seseorang dari satu tempat ke tempat lain. 
i)   Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan 
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atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang 
menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan 
terampasnya kemerdekaan seseorang. 
j)   Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawanhukum 
berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik 
dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa 
takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.143 
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan 
mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu:  
1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- 
unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini 
(Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007) selain itu, Undang- undang 
Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan 
orang memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.   
2. Membawa warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI 
untuk tujuan eksploitasi. 
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan 
sesuatu untuk maksud eksploitasi. 
4. Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun dan 
setiap yang menggunakan atau memenfaatkan korban TPPO dengan 
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cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, memperkerjakan 
korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan. 
5. Setiap orang yang memberikan atau memesukan keterangan palsu pada 
dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO. 
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti 
palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara 
melawan hukum. 
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas 
persidangan perkara TPPO, setiap orang yang mencegah, merintangi 
atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidikan, 
penuntutan, dan persidangan disidang pengadilan terhadap tersangka, 
terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang yang 
membantu pelarian pelaku TPPO. Setiap orang yang memberikan 
identitas saksi atau pelaku korban padahal seharusnya dirahasiakan.144 
Atas dasar dilandasi dengan penghormatan dan perlindungan 
terhadap harkat dan martabat manusia, pemerintah Indonesia 
mengundangkan Undang- Undng Nomor 21 Tahun 2007. Berdasarkan 
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup 
tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur 
subjektif sebagai berikut: 
1. Unsur Objektif, yaitu: 
a. Adanya perbutan TPPO, yaitu: 
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1) Perekrutan; 
2) Pengangkatan; 
3) Penampungan; 
4) Pengiriman; 
5) Pemindahan; 
6) Penerimaan;145 
b. Adanya akibat yang menjadi syarat mutla (dilarang) yaitu: 
1) Ancaman/ penggunaan kekerasan; 
2) Penculikan; 
3) Penyekapan; 
4) Pemalsuan; 
5) Penipuan; 
6) Penyalahgunaan kekuasaan; 
7) Posisi rentan. 
c. Adanya tujuan atau akibat dari perbutan, yaitu: 
1) Penjeratan utang; 
2) Memberi bayaran/ manfaat; 
3) Eksploitasi, terdiri  dari; 
a) Eksploitasi seksual; 
b) Kerja paksa atau pelayann paksa; 
c) Transpalansi organ tubuh. 
d. Unsur tambahan: 
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Dengan atau persetujuan orang yang memegang kendali. 
2. Unsur Subjektif yaitu: 
a. Kesengajaan: 
1. Sengaja memberikn kesaksian dan keterangn palsu; 
2. Sengaja melakukan penyerangan fisik. 
b. Rencana terlebih dahulu: 
1. Mempermudah terjadinya TPPO; 
2. Sengaja mencegah, merintangi, atau menggalkan proses  
umum; 
3. Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO; 
4. Sengaja memberitahukan identitas saksi.146 
Membandingkan unsur- unsur tindak pidana yang terdapat dalam 
KUHP dan Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pengaturan 
tindak pidana perdagangan orang diatas, jelas terlihat adanya 
perubahan, yang merupakan kriminalisasi/ pembaruan hukum pidana 
dalam Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orng, dibandingkan dengan Pasal 297 
KUHP yang mengatur perdagangan orang sebelumya. Secara substansi, 
kriminalisasi/ pembaruan hukum dalam Undang Undang Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
terlihat dari adanya perluasan pengaturan unsur subjektif dan unsur 
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objektif. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata masih banyak 
dirasakan adanya kelemahan dalam substansi (kebijakan formulasi) 
dalam undang- undang tersebut. 
Adapun proses perekrutan, modus serta tujuan dari Tindak 
Pidana Perdagangan manusia secara umum diantaranya yang Pertama 
Proses, dalam bentuk: perekrutan atau pengangkutan atau penampungan 
atau pengiriman atau pemindahan atau penerimaan seseorang. Kedua 
Cara/modus, dalam bentuk: ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan atau penculikan atau penyekapan atau pemalsuan atau 
penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau jeratan 
utang atau memberi bayaran atau manfaat. Ketiga Tujuan, dalam 
bentuk: eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi yang 
meliputi namun tidak terbatas pada pelacuran atau kerja paksa atau 
perbudakan atau penindasan atau pemerasan atau kekerasan seksual 
atau transplantasi organ illegal. 147 
Pada dasarnya esensi tindak pidana perdagangan orang dan 
sanksinya dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO terkandung 
dalam pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO148 sebagai berikut: 
(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari 
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orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik 
Indonesia di pidana dengan pidana penjara 3( tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
120.000.000, 00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah). 
(2) Jika perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) 
mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan 
pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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BAB IV  
ANALISIS FIKIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA POSITIF DI 
INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 
 
A.  Perbandingan Antara Fikih Jinayah Dan Hukum Positif 
Syariat Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam 
menetapkan jarimah atau tindak pidana dan hukumannya, yaitu dari segi 
tujuannya. Baik hukum fikih jinayah maupun hukum positif keduannya 
sama- sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman 
masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya. Meskipun demikian 
terdapat perbedaan yang jauh antara keduannya, karena memang watak 
tabiat keduannya jauh berbeda, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Fikih jinayah sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi 
pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau 
tiang utuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan 
yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan 
hukuman. Sebaliknya, hukum positif tidaklah demikian menurut 
hukum positif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan 
dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai 
tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membaa kerugian 
langsung bagi perseorangan atau ketentraman masyarakat. Contoh 
meminum minuman keras, menurut hukum Islam perbuatan minum 
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minuman keras bertentangan dengan akhlak dan oleh karenanya 
pelaku diancam dengan hukuman, baik ia mabuk atau tidak. Akan 
tetapi, hukum positif tidak menganggap perbuatan tersebut pidana, 
kecuali apabila hal itu dilakukan di jalan umum dan menimbulkan 
mabuk, karena hal itu akan mengganggu orang banyak. Dalam pasal 
536 KUHP.149 
2. Undang- Undang (hukum positif) adalah produk manusia, sedangkan 
fikih jinayah bersumber dari Allah (wahyu). Dengan demikian, dalam 
hukum pidana Islam terdapat beberapa macam tindak pidana yang 
hukumannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunah, yaitu 
jari>mah hudud dan qis}a>s}. Disamping itu ada pula tindak pidana yang 
hukumannya diserahkan kepada penguasa (ulil amri), yaitu jari>mah 
ta’zi >r. Meskipun demikian tidak berarti penguasa bertindak sewenang- 
wenang, karena dalam pelaksanaanya ia tetap harus berpedoman 
kepada ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam Al-Qur‟an dan 
Sunah.150 
Dari perbedaan dalam segi sumber atau penciptaannya hal ini 
tergambarlah dengan jelas bagaiana sifat kedua hukum tersebut dengan 
memperhatikan sifat penciptanya. Hukum positif merupakan produk 
manusia tentu saja serba tidak lengkap dan tidak sempurna, karena 
penciptanya juga serba tidak sempurna, lemah dan terbatas 
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kemampuannya. Itulah sebabnya undang-undang selalu berkembang sesuai 
dengan perkembangan masyarakt. Sebaiknya, hukum Islam adalah ciptaan 
Allah yang sifatnya serba mampu, sempurna, agung, dan serba tahu akan 
peristiwa yang sudah dan akan terjadi. Oleh karenanya maka tentu saja 
ciptaanya juga sempurna, konstan dan tidak diubah- ubah atau diganti-
ganti, terutama dalam jari>mah yang berbahaya, yaitu hudud dan qis}a>s}. 
B. Perbedaan Perbudakan Pada Zaman Nabi dan Zaman Sekarang 
Perbedaan perbudakan pada zaman nabi dan pada zaman sekarang 
tidak ada bedanya, atau boleh di bilang perdagangan manusia (trafficking) 
adalah praktek perbudakan masa kini. Yang membedakan hanyalah waktu 
dan tempat, di karenakan perkembangan peradaban umat manusia, dan ini 
terkait dengan ragamnya modus yang terjadi, di tambah faktor 
perkembangan teknologi yang berdampak pada globalisasi dunia, korban 
perbudakan dan trafficking keduanya, sama-sama tereksploitasi hak-
haknya, di ambil kemanfaatan dari diri nya yang membedakan adalah 
ruang dan waktu. Jikalau dulu hanya terjadi dalam lingkup kecil, dalam 
satu suku, atau antar suku namun sekarang yang terjadi lintas daerah 
bahkan lintas negara.151 
Q.S. Al-Isra>’ ayat 70 : 
 ٍميىاىنٍلَّضىفىك ًتاىبِّيَّطلا ىنًم ٍميىاىنٍػقىزىرىك ًرٍحىبٍلاىك ِّرىػبٍلا فِ ٍميىاىنٍلىىحَىك ـى ىدآ ًنِىب اىنٍمَّرىك ٍدىقىلىك
 نليًضٍفىػت اىنٍقىلىخ ٍنَّمِ ويرًثىك ٰىىلىع 
Artinya: 
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“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari 
yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.152 
 
Dalam ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah menjamin rezeki 
setiap manusia, di lebihkan dari makhluq yang lain, ini bisa di artikan di 
jamin kemerdekaan, tidak bisa di perjual belikan seperti halnya makhluq 
lain. Lalu bagaimana hukum menjual manusia ? Ulama bersepakat 
hukumnya haram, karena kegiatan jual beli manusia ini, merendahkan 
martabat manusia, menyamakannya dengan barang, menjadikannya obyek 
dengan menafikan hak-haknya dan pelakunya berdosa.153 
Manusia meskipun dia adalah anak-anak namun tetap mempunyai 
hak memiliki dan tidak di miliki apalagi diperjual belikan. Ulama 
bersepakat, bahkan tidak menepati upah seseorang atau menunda upah 
seseorang adalah sama dengan memperdagangkan manusia. Karena yang 
terjadi dalam trafficking adalah para makelar tenaga kerja yang memakan 
upah / gaji TKI padahal itu haknya atas pekerjaannya atau menipunya 
dengan membayar gaji tidak sesuai dengan kontrak kerja bahkan kerap 
kali pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kontrak kerja dengan 
menjerumuskan  pekerja perempuan menjadi komoditi seks atau prostitusi. 
Dari uraian diatas jelas praktek-praktek perdagangan manusia hukumnya 
haram tidak ada kebaikan di dalamnya.154 
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Manusia adalah makhluk Allah SWT yang di muliakan, sehingga 
Anak adam ini di bekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu, 
yaitu seperti akal untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang 
baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia yang tidak di 
miliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tatkala Islam  memandang 
manusia sebagai pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat di jadikan 
sebagai barang yang dapat di miliki atau di perjual belikan, hal ini berlaku 
jika manusia tersebut berstatus merdeka. 
Maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut 
dengan Trafficking, terutama pada wanita untuk perzianaan atau di 
pekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru di 
lahirkan untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan 
syari‟ah dan norma-  norma yang berlaku („urf), kemudian bila kita tinjau 
ulang ternyata manusia-manusia tersebut bersetatus Hur (merdeka). 
Perbudakan  manusia terhadap manusia telah berjalan berabad-
abad lamanya. Tetapi, para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan 
permulaan perbudakan itu di mulai. Sebagian ahli sejarah berpendapat, 
bahwa perbudakan itu di mulai bersamaan dengan perkembangan manusia, 
karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga dari sebagian 
manusia lainnya. Karena sebagian manusia merasa mempunyai kekuatan, 
maka lahirlah keinginan menguasai orang lain dan terjadilah perbudakan 
manusia atas manusia dan perdagangan manusia (traficking).155 
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Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, mengajarkan adanya 
persamaan antara sesama manusia. Tiada bangsa yang lebih mulia dari 
bangsa lainnya, tiada suku yang lebih mulia dari suku lainnya. Bahkan, 
tiada orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali hanya takwanya 
kepada Allah SWT. Karena itulah Islam berusaha untuk membebaskan 
manusia dari perbudakan di bumi ini, sebab perbudakan itu melahirkan 
kesengsaraan bagi para dhu’afa (orang-orang lemah atau para kaum 
miskin). 
C. Tindak  Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Dalam Prespektif 
Fikih Jinayah Dan Hukum Positif Di Indonesia 
 
1. Dalam Fikih Jinayah 
Perbudakan atau perdagangan orang adalah sistem segolongan 
mansia yang dirampas kebebasan hidunya untuk bekerja guna 
kepentingan golongan manusia yang lain. 
Budak atau hamba sahaya disebut Raqabah yaitu orang yang 
dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu  (tuan atu  majikan), yang 
harus bekerja untuk majkannya dan dapat diperjualbelikan. 
Dalam Al- quran kata Raqabah  dengan berbagai bentuknya 
diulang banyak 24 kali yang tersebr diberbagai surat/ ayat.156 
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Karena itulah Allah melarang segala macam perbudakan dan 
memerintahkan membebaskan mausia dari segala macam perbudakan 
sebagaimana ditegaskan dalam firmanNya: 
 ىةىبىقىعٍلا ىمىحىتٍػقا ىلىف 
 “Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan 
yang mendaki lagi sukar?.” 
 يةىبىقىعٍلا اىم ىؾاىرٍدىأ اىمىك 
 “Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?” 
ةىبىػقىر ُّكىف 
 “(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan” (QS. Al-Balad: 11-
13).157 
 
Fikih Jinayah melarang perbuatan yang pada dasarnya dapat 
merusak kehidupan manusia, sekali pun perbuatan itu tanpa merugikan 
orang lain. Agama diharapkan memiliki fungsi melindungi masyarakat 
yang tertindas (mazlumin), terpinggirkan (musthadh’fin) dan tidak 
diuntungkan (maglubin), terutama oleh sistem yang timpang. Perlu adanya 
perlindungan bagi kaum yang rentan akan kejahatan tindak pidana 
perdagangan orang.158 
Perdagangan manusia dalam Islam digategorikan dalam aktivitas 
muamalat. Hukum dasar perdagangan adalah mubah dan syah bila terjadi 
suka sama suka di kedua belah pihak yang bertransaksi. Artinya dalam 
aktifitas ini tidak ada yang dirugikan, baik melalui tipu muslihat (ghoror) 
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mau pun melalui tekanan (kekerasan). Dalam konteks perdagangan 
manusia saat ini (trafficking), obyek yang perdagangkan  adalah  manusia, 
Hukum dasar perdagangan adalah mubah, kecuali yang diharamkan oleh 
nash atau disebabkan karena ada unsur penipuan (gharar)/ (uncertainty 
toboth parties). Kemubahan dalam bertransaksi perdagangan sebagaimana 
kaidah ushul fiqh159:  
اهيُرتَ ىلع ليلدلا ؿدي تَّح ةح ابلَا ةلماعلما فِ لصلْا 
Artinya: Pada  dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh  kecuali 
ada  dalil  yang  melarangnya. 
 
Pandangan tindak pidana perdagangan orang dalam fikih jinayah 
adalah  Dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia bagi pelaku 
dikenai hukuman ta’zi>r, sedangkan ta’zi>r  menurut bahasa adalah menolak, 
kebesaran, pengajaran. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman yang 
bersifat pengajaran terhadap kesalahan- kesalahan yang tidak diancam had 
(khusus) atau kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tetapi 
syarat- syaratnya tidak cukup.
160
 
 Dalam fikih jinayah trafficking dalam bentuk apapun dilarang 
dalam Islam karena melanggar hak dan martabat kemanusiaan.jelas- jelas 
dilarang, diharamkan dan pelakunya menjadi musuh Allah SWT. Karena 
yang dilakukan dalam trafficking ini  seperti  tipu  muslihat,  penculikan,  
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kekerasan  fisik  dan  ancaman maupun tujuan yang menjadi sasaran 
tindak trafficking  seperti kepentingan untuk pelacuran, industri 
pornografi, penjualan organ tubuh semuanya jelas bertentangan dengan 
Islam. 
2. Dalam Hukum Positif 
 Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari 
“perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu 
bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. 
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara, 
termasuk Indonesia dan Negara- negara yang sedang berkembang telah 
menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, 
terutama Perserikatan Bangsa- bangsa (PBB). 
Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007. 
Pasal 1 (ayat 1) :  
“Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara 
maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau 
mengakibatkan orang tereksploitasi.” 
 
  Undang- undang Nomor 21 tahun 2007 : 
1) Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, 
pemindahan, pengiriman, penampungan atau penerimaan 
seseorang dalam perdagangan manusia. 
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2) Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau 
bentu-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, tipu daya, 
penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau 
pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk 
memperoleh persetujuan dari orang dalam perdagangan manusia. 
3) Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam 
hal ini mencakup setidak- tidaknya eksploitasi pelacurann dari 
orang lain atau bentuk- bentuk eksploitasi seksual lainnya, 
perbudakan, kerja paksa, penghambaan dan pengambilan organ 
tubuh dalam perdagangan manusia. 
   Dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1) berbunyi : 
   Pasal 2 ayat (1): 
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di 
wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” 
 
 Pasal 2 ayat (1) terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata 
mengeksploitasi orang tersebut menunjukan bahwa tindak pidana 
perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, 
yang harus dipahami dari Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 
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21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu 
adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan 
dipenuhinya unsur- unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam 
undang- undang dan tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan 
adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi yang timbul. 
 Tindak pidana perdagangan orang dalam Undang- Undang 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang 
merupakan unsur dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, 
penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi 
kerentanan atau penjeratan utang. Jadi, rumusan dalam Pasal 2 
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana perdagangan Orang, yaitu ancaman kekerasan dan 
kekerasan yang sudah dijelaskan kejahatan dipidana, tetapi dengan 
ketentuan bahwa sekali- kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang 
lebih berat dari pada yang ditentukan terhadap kejahatan itu 
sendiri. 
 Penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur 
dalam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa: 
“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh 
kelompok yang teorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana 
perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir 
tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)”. 
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 Kelompok yang terorganisir dijelaskan dalam penjelasan 
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 16 bahwa yang dimaksud 
dengan kelompok yang terorganisir adalah “kelompok terstruktur 
yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk 
waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau 
lebih tindak pidana yang diatur dalam undang- undang ini dengan 
tujuan memperoleh keuntungan materil atau finansial baik 
langsung maupun tidak langsung”. 
 Kelompok yang terorganisir tersebut melakukan tindak 
pidana perdagangan orang disamakan sebagai pelaku tindak pidana 
perdagangan orang dengan ancaman hukuman yang sama juga. 
Berbeda dengan KUHP yang mana diatur dalam Pasal 55 bahwa 
pelaku dibagi beberapa kategori. 
 Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang dalam 
KUHP tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka 
perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan 
pidana  
 Pasal 297 KUHP yang berbunyi:  
“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki- laki yang 
belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 
enam tahun.”161 
 
                                                          
161
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- 
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politik, cet.ulang tahun 1995), hlm. 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
99 
, 
 
 
 
 
 
Tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang 
perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat 
dirumuskan unsur- unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh 
penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian 
adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki- laki di 
bawah umur. Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki- 
laki di bawah umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita 
sama dengan perempuan dewasa dan anak laki- laki yang masih di 
bawah umur yang mendapat perlindungan hukum dalam pasal 
tersebut. Adapun laki- laki dewasa dan anak- anak perempuan 
tidak mendapat perlindungan hukum. 
 Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup 
berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus 
perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan 
hutang, Selain itu, pasal ini tidak mencantumkan masalah- masalah 
penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran 
hukum tidak jelas, aparat penegak hukum akan sulit membedakan 
antara penampungan dengan penyekapan. 
 Menghukum mereka yang melakukan penyekapan karena 
KUHP tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan di 
lapangan dan sanksi untuk kejahatan ini tergolong ringan. 
Ancaman hukuman penjara 0- 6 tahun tidak ada ancaman denda 
atau penyitaan aset. 
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 Praktiknya pasal-  pasal ini sulit untuk digunakan dan tidak 
memenuhi aspek- aspek penting lain dari perundang- undangan 
penanggulangan perdagangan yang direkomendasikan oleh standar 
internasional.  
 Pasal 297 tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai 
unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki- 
laki dibawah umur, tetapi dalam penjelasan KUHP yang disusun 
oleh R. Sugandhi bahwa perdagangan wanita dan laki- laki 
dibawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi 
pelacuran atau pelacuran paksa. Hampir sama dengan penjelasan 
Pasal 297 KUHP menurut R.Soesilo bahwa yang dimaksud dengan 
perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan- perbuatan 
dengan maksud untuk menyerahkan, perempuan guna pelacuran. 
Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan- 
perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya 
akan digunakan untuk pelacuran. 
 Penjelasan tersebut, maka perdagangan yang dimaksud 
dalam Pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan 
penyerahan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya 
perdagangan perempuan dan anak laki- laki dibawah umur dapat 
juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau 
eksploitasi tenaga kerja. Penjelasan pasal tersebut merupakan 
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penjelasan tidak resmi artinya bukan penjelasan dari Negara yang 
merupakan penjelasan dari KUHP. 
a. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang  (Trafficking) Dalam 
Undang- Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. 
Tabel 1 
Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) 
Dalam Undang- Undang No 21 Tahun 2007 
TentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Unsur Pidana  Dasar 
Hukum 
Sanksinya Dasar 
hukum 
Tindakan perekrutan,  
pengangkutan, atau 
penerimaan seseorang 
dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, 
penyekapan,  
pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan utang 
atau memberi bayaran 
atau manfaat, sehingga 
memperoleh 
Pasal 1 
Ayat 
(1) 
 
Dipidana 
penjara paling 
singkat 3 (tiga) 
tahun dan 
paling lama 15 
(lima belas) 
tahun dan 
pidana denda 
paling sedikit 
Rp.120.000.00
0,00  
(seratus dua 
puluh juta 
rupiah) dan 
Pasal 2  
Ayat  
(1) 
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persetujuan dari orang 
yang memegang 
kendali atas orang lain 
tersebut, baik yang 
dilakukan di dalam 
Negara maupun antar 
Negara, untuk tujuan 
eksploitasi atau 
mengakibatkan orang 
tereksploitasi 
paling banyak 
Rp.600.000.00
0,00  
(enam ratus 
juta rupiah). 
 
b. Sanksi Pidana Perdagangan Orang Trafficking Dalam Kitab 
Undang Undang Hukum Pidana 
Tabel 2 
 Sanksi Pidana Perdagangan Orang Trafficking Dalam Kitab 
Undang Undang Hukum Pidana 
Unsur Pidana Sanksi Pidana Dasar 
Hukum 
Perdagangan wanita 
dan perdagangan 
anak laki- laki yang 
belum dewasa. 
Diancam dengan pidana  
penjara paling lama enam  
tahun 
Pasal  
297  
KUHP 
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D. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Trafficking menurut Fikih Jinayah dan Hukum Positif  
 
Setelah membahas mengenai masalah Perdagangan Orang 
sebagaimana telah dibahasa diatas, maka penulis menuliskan secara 
singkat hal- hal apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan Fikih 
Jinayah mengenai tindak pidana perdagangan orang: 
Tabel3 
Persamaan dan Perbedaan Fikih Jinayah dan Hukum Positif mengenai 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
 
Persamaan Hukum 
Pidana Islam dan 
Hukum  Positif 
Mengenai  
Perdagangan 
Orang. 
Perbedaan Hukum Pidana  
Islam dan Hukum  Positif Mengenai  
Perdagangan Orang 
Perdagangan Orang 
Trafficking 
menurut Undang- 
Undang TPPO dan 
Fikih Jinayah 
merupakan tindak 
kejahatan  
karena telah 
memenuhi unsur-
Perbedaan Undang- Undang Perdagangan 
Orang dan Hukum Pidana Islam Mengenai 
Perdagangan Orang terletak pada sanksi: 
1. Didalam Hukum Pidana Indonesia 
Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 ayat 
(1) jo Pasal 2  ayat (1) Undang- Undang TPPO. 
Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 
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unsur tindak pidana 
atau  
jarimah. 
 
 
(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah). selain dari pada itu masalah 
perdagangan orang ini juga diatur didalam 
KUHP tepatnya pada Pasal 297 dan 324 
2. Didalam Fikih   Jinayah masalah 
Perdagangan Orang tidak diatur secara khusus 
didalam nash, namun dikenakan hukuman 
ta’zi>r yang mana hukuman ta’zi>r ini  adalah 
hukuman yang hukumannya ditentukan oleh 
penguasa atau hakim, berupa pidana mati 
pidana penjara pidan denda dan lain 
sebagainya. 
 
E. Pendapat Peneliti 
Setelah peneliti amati dan pelajari dari permasalahan di atas 
mengenai sanksi bagi pelaku perdagangan orang, maka terlihat   
penjelasan  dari kedua hukum  tersebut antara hukum  positif  dan   Fikih 
Jinayah. Bahwa  antara  kedua  hukum  tersebut  saling  melengkapi dalam 
menjatuhkan hukuman kepada pelaku perdagangan  orang  maupun  bagi  
pelaku prostitusinya. Akan tetapi hukum Islam terlihat lebih tepat dalam 
menjatuhkan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi semua 
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pelaku dalam permasalahan  tersebut. Beralasan fikih jinayah lebih bagus 
karena:  
a. Fikih jinayah menjelaskan detail hukuman bagi pelaku perdagangan 
orang yang melakukan perbuatan tidak terpuji untuk tujuan tertentu. 
b. Dalam Fikih Jinayah dijelaskan secara terang-terangan hukuman bagi 
pelaku yang melakukan prostitusi atau perzinaan bagi yang  sudah 
menikah dihukum dengan rajam dan bagi yang belum menikah di dera 
seratus kali, dan pengasingan selama satu tahun. Hukuman dera 
merupakan hukuman cambuk yang jumlahnya seratus kali. Sehingga 
dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak melakukan hal 
yang sama kembali. 
c. Hukum positif yang ada sekarang ini lebih baik diberatkan untuk 
hukumannya, sebagaimana yang tertera dalam hukum Islam agar 
manusia takut melakukannya. 
d. Penjelasan akhir pada kesimpulan hukum di atas dapat terjawab bahwa 
antara hukum positif dan hukum Islam sebaiknya saling melengkapi. 
Tetapi hukum Islam tidak dapat diterapkan di Indonesia karena belum 
di jadikan hukum positif. 
Dalam Ilmu Fiqh al- ijarah didefinisikan sebagai transaksi jual beli 
atau manfaat dengan adanya imbalan tertentu terhadap jasa atau manfaat 
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yang ditransaksikan itu. Ada tiga macam manfaat yang dapat 
ditransaksikan yaitu162: 
a. Manfaat atau jasa yang menyangkut benda atau barang. Misalnya 
menyewakan kendaraan, maka yang terjadi adalah transaksi terhadap 
manfaat atau jasa dari kendaraan tersebut. 
b. Manfaat atau jasa yang menyangkut keahlian profesi, contoh dokter, 
advokat dan lainnya, maka yang terjadi adalah transaksi terhadap 
manfaat atau jasa dari profesi tersebut. 
c. Manfaat atau jasa yang menyangkut tenaga tanpa memerlukan 
keahlian tertentu, misalnya kuli panggul dan lain sebagainya. Dalam 
pratik jual beli jasa atau manfaat minimal akan terdapat dua pihak 
pelaku transaksi yaitu pemilik barang atau penjual jasa atau manfaat 
dan pembeli jasa atau manfaat.  
Transaksi jual beli jasa atau manfaat yang diperbolehkan dalam 
Islam dengan persyaratan sebagai berikut: 
   a. Adanya keridhoan antara pihak- pihak yang melakukan transaksi 
(pihak penjual dan pembeli jasa atau manfaat). 
b. Pihak pembeli jasa atau manfaat mengetahui dengan pasti tentang 
jasa atau manfaat yang akan diperolehnya. 
c. Pihak penjual jasa atau manfaat benar-benar dapat menyerahkan 
atau memberikan jasa atau manfaat terhadap pihak pembeli jasa 
atau manfaat. 
                                                          
162
 Sayyid al-Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath li al-I‟lam al-Araby, 1990), hlm. 
283. 
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d.  Jasa atau manfaat yang diperjual belikan harus berupa manfaat atau 
jasa yang dibolehkan (bukan termasuk yang diharamkan) oleh 
ketentuan syara‟.163 Karena itu tidak diperbolehkan melakukan jual 
beli jasa perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh agama. 
Sementara itu, manfaat atau jasa yang dijadikan transaksi dalam 
perdagangan perempuan ini adalah berupa perbuatan maksiat yaitu kencan 
dan hubungan seksual di  luar nikah. Dengan demikian akad atau  transaksi 
yang terjadi dalam kasus perdagangan perempuan ini hukumnya tidak sah, 
karena jasa yang ditransaksikan merupakan perbuatan maksiat. Disamping  
tidak  adanya  unsur  keridhaan  dari  pihak pemilik  jasa  atau  manfaat, 
jika memang benar mereka  merasa  tertipu  oleh  para mucikari. Mengenai  
perbuatan  atau  tindakan  yang  dilakukan oleh pihak- pihak yang terlibat 
dalam kasus perdagangan perempuan ini dapat dirinci sebagai berikut: 
a) Bagi perempuan yang menjadi korban dalam kasus perdagangan 
perempuan ini, jika mereka benar- benar ditipu atau tertipu sehingga 
terperangkap dalam lembah hitam serta sulit  dan  tidak  bisa  melarikan  
diri, maka  hukumnya  terbebas  dari  dosa,  karena  terkena oleh salah 
satu halangan takli yaitu dalam kondisi dipaksa. sabda Nabi saw.164 
“Dibebaskan dari umatku perbuatan dosa karena tidak disengaja, 
karena lupa, dan karena dipaksa.”  
 
                                                          
163
 Rina Antasari, “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif 
Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan”, Junal Intizar, Volume 24, Nomor 1, 2018, 
hlm.130 
164Ahmad Fatah, “Trafficking dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”,  Jurnal Kajian 
Islam  Interdisiplin, (Kudus) Vol. 1 Nomor 1, Juni 2016,  hlm.  61. 
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b) Bagi  para  mucikari (jika  mereka  muslim  atau  muslimah)  jelas  telah 
melanggar ketentuan agama berupa  membantu perbuatan  maksiat serta 
memperoleh dan memakan harta yang tidak halal. Firman Allah SWT.:  
 ويليكٍأىت ىلَ اوينىمآ ىنيًذَّلا اىهُّػيىأ اىي ٍنىع نةىراىًتِ ىفويكىت ٍفىأ َّلًَإ ًلًطاىبٍلًاب ٍميكىن ٍػيىػب ٍميكىلاىوٍمىأ ا
 ٍميكٍنًم وضاىرىػت  ۚ  ىلَىك اويليػتٍقىػت  ٍميكىسيفٍػنىأ   ۚ  َّفًإ  ىوَّللا  ىفاىك  ٍميكًب  نميًحىر  
“Wahai orang yang  beriman,  janganlah  kalian  saling  memakan  
harta  sesama kalian dengan cara yang bathil.”165 (QS. An-Nisa Ayat 
29) 
 
“Siapa  saja  yang  memberikan  petunjuk  jalan  kejahatan/ kejelekan  
maka  ia mendapat dosa  atas  perbuatannya  dan  perbuatan  (jahat)  
orang  yang  diberi petunjuk sampai hari kiamat.”166 
 
Menurut peneliti, disamping itu jika benar mereka telah 
mengiming-iming pekerjaan yang layak dengan gaji yang cukup 
menggiurkan  terhadap  para  perempuan calon  korbannya, sementara  
itu  hanya  tipu  muslihat  belaka,  maka  mereka  pun  telah  melakukan  
dosa berupa tindakan penipuan dan melakukan kebohongan. Sabda 
Nabi SAW: 
 ٍِّنًِم ىسٍيىلىػف َّشىغ ٍنىم 
 “Siapa saja yang menipu maka ia bukan golonganku.” 
(HR. Muslim 295). 
 
a) Bagi  para  lelaki hidung  belang sebagai  pembeli  jasa  para  pekerja  
seks komersial di lembah hitam tersebut jelas telah melakukan  
                                                          
165
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya.., hlm. 82. 
166Lelly Herlianti, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Tarfficking Mengenai 
Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam” Skripsi Tdak 
Diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Uin Alauddin Makassar, Makasar, 2016, 
hlm. 25. 
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perbuatan  dosa  besar kalau  sampai  melakukan  zina,  terlebih  lagi  
bagi  para  lelaki  yang  telah  beristri. Firman Allah SWT:   
ك اىنِّزلا اويبىرٍقىػت ىلَ َى  ۚ  يوَّنًإ  ىفاىك  نةىشًحاىف  ىءاىسىك ليًبىس  
“Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina,  sesungguhnya  zina  itu  
adalah  suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Al 
Isra> ayat 32).167 
 
 Jika dianalisis, al-Qur‟an justru banyak yang menyinggung perihal 
dampak atau akibat dari trafficking itu sendiri, yakni adanya konsep 
perbudakan hingga ada istilah budak belian. Fenomena perbudakan adalah 
gambaran dari relasi pemikiran manusia atas manusia lain, baik karena 
transaksi jual beli, jadi di sini, sesungguhnya secara tidak langsung Al-
Qur‟an mengakomodasi isu atau tema tentang perdagangan manusia 
(Trafficking), dalam posisi inilah maka ulama menyamakan perdagangan 
manusia (Trafficking) dizaman sekarang, dan perbudakan dimasa lalu. 
Salah satu pilihan hukuman bagi pelanggaran ajaran agama Islam adalah 
memerdekakan budak, dari arti zaman jahiliyah, disepakati ulama dengan 
mengharamkan, tidak berarti perbudakan kemudian lenyap. 
 Perbudakan era jahiliyah kini menjelma dalam bentuk trafficking 
atau perdagangan manusia untuk kepentingan bisnia prostitusi yang 
dikelola sangat rapi oleh jaringan mafia internasional sebagaimana 
perbudakan berbau seks yang terjadi pada masa Nabi dilarang. Sebelum 
Islam datang, perbudakan sangat memprihatinkan dimana pada masa itu 
budak dipergunakan sebagai alat kerja seperti membajak, bercocok tanam 
                                                          
167
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya.., hlm. 285. 
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dan sebagai alat angkutan muatan berat, dalam arti kata budak adalah 
orang yang paling sial bahkan paling buruk masa depannya. Setelah 
melihat wasiat dari Allah dan Rasul- Nya ini menjadi bukti bahwa hukum 
Islam datang untuk menghapus perilaku biadab terhadap budak dan 
mengasihi mereka dengan sebaik- baiknya.                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah dipaparkan secara rinci darn panjang lebar mengenai tindak 
pidana perdagangan orang (trafficking) maka dieroleh inti sri dalam penelitian 
ini yaitu: 
1. Tindak pidana perdagangan orang (trafficking) dalam prepektif Fikih 
Jinayah dan Hukum pidana positif di Indonesia. 
Dalam literatur hukum Islam, trafficking bisa diqiyaskan dengan 
perbudakan, meski dalam praktiknya jelas lebih kompleks sehingga bisa 
dikatakan bahwa trafficking adalah model perbudakan era modern.  
Perbudakan atau perdagangan orang adalah sistem segolongan mansia yang 
dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan 
manusia yang lain. Perdagangan manusia dalam Islam digategorikan dalam 
aktivitas muamalat. Hukum dasar perdagangan adalah mubah kecuali yang 
diharamkan oleh nash atau disebabkan karena ada unsur penipuan (gharar). 
Dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia bagi pelaku dikenai 
jari>mah ta’zi>r. 
Menurut hukum positif, perdagangan orang adalah segala bentuk 
kejahatan kemanusiaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan secara 
sepihak. Ketentutuan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam 
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Undang- Undang No. 21 tahun 2007 tentang TPPO dijelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan TPPO adalah Tindakan perekrutan, penculikan, 
penyekapan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan posisi 
rentan, penjeratan utang/ memberi bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujian dari orang yang memegang kendali atas orang lain 
tersebut, baik yang dilakukan didalam negara atau antar negara, untuk 
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 
2. Persamaan dan perbedaan tindak tindak pidana perdagangan orang 
(trafficking) menurut fikih jinayah dan hukum positif di Indonesia. 
a. Persamaan 
Perdagangan Orang (Trafficking)  menurut Undang- Undang TPPO 
dan Fikih Jinayah merupakan tindak pidana kejahatan karena telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau jarimah. 
b. Perbedaan  
Sanksi bagi pelaku perdagangan orang, dalam hukum positif sudah 
jelas hukuman yang diberikan bagi pelaku perdagangan orang, maupun 
bagi pelaku yang turut membantu proses perdagangan orang, yaitu 
pidana penjara dari minimal 3 tahun sampai maksimal seumur hidup, 
pidana denda minimal 120 juta sampai 800 juta, dan pidana tambahan 
bagi korporasi dan juga dalam ketentuan umum diatur didalam KUHP 
diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.  
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Trafficking Didalam fikih jinayah masalah Perdagangan Orang tidak 
diatur secara khusus didalam nash, namun dikenakan  jari>mah ta’zi>r 
yang mana jari>mah ta’zi>r ini adalah hukuman yang hukumannya 
ditentukan oleh penguasa atau hakim. Di Indonesia dapat diberantas, 
ditanggulangi dan dicegah, agar pelaksanaan ta‟z r̅ diserahkan kepada 
penguasa (hakim) yang akan menetapkan atau menjatuhkan hukuman. 
Hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan ta’z r̅ kepada pelaku 
tindak pidana atau pelanggaran yang ancaman hukumannya tidak 
ditentukan oleh nas (Al-qur‟an dan  Hadis}). Apabila jari>mah ta’zi>r  itu 
dapat dilaksanakan, maka diharapkan tindak pidana perdagangan orang 
di Indonesia dapat diberantas, ditanggulangi dan dicegah, agar 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara lebih terarah dan 
masyarakatya lebih disiplin hukum. 
B. Saran 
Dalam  rangka  mewujudkan sanksi  pidana yang memiliki rasa 
keadilan serta berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, 
maka saran yang dapat penulis berikan untuk  penerapan  sanksi  dan  
penegakan  hukum yang  menyangkut perdagangan orang (trafficking) 
diwilayah Indonesia, yaitu : 
1.  Perlu diadakan perubahan Undang- Undang No.21  Tahun  2007,  agar 
dapat lebih tegas mengatur sanksi dan denda serta lebih mendetail 
mengatur tentang perdagangan orang (Trafficking). 
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2.  Para  aparat  penegak  hukum  hendaknya  mengacu  dan berpedoman pada 
peraturan undang-undang. Sehingga tetapi membela kepentingan umum 
atau masyarkat bukan golongan dan pribadi. Pembinaan mental para 
penegak hukum juga perlu ditingkatkan, agar lebih berani mengutarakan 
fakta kebenaran yang sesungguhnya. 
3. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan agar dapat meningkatkan 
upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya 
perdagangan orang (Trafficking) diantaranya seperti meningkatkan kualitas 
pendidikan masyarakat, menyediakan lapangan perkerjaan yang luas, 
meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan sosialisasi Undang- Undang  
serta kesadaran hukum kepada masyarakat. 
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